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MOTTO 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, pdahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh 
jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu.Allah Maha 
mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui” (QS.Al-Baqarah : 216) 
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ABSTRACT 
 
Tanon subdistrict was the majority work as farmers, traders and some are 
fishermen. Thus the existence of financial institutions such as the miko BMT really 
help the economy society of blood 
This study attempts to know to know the procedures risk management 
murabahah problems in financing bmt hira kc tanon and to know the risk 
management murabahah problems in financing bmt hira kc tanon .The 
methodology used is descriptive analysis to explain risk management murabahah 
financing troubled on bmt hira kc tanon. 
The result showed that the bmt hira do manjemen risk pre agreement and 
post agreement .Advice for the next to conduct research in several bank syariah 
great indoneesia that research results more represent real situation.  
Keywords: Risk Management, Murabahah Financing, non performing financing. 
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ABSTRAK 
 
Kecamatan Tanon adalah daerah yang penduduknya mayoritas bekerja 
sebaga petani, pedagang dan sebagian adalah nelayan. dengan demikian adanya 
lembaga keuangan miko seperti BMT sangat membantu perekonomian masyarakat 
darah tersebut.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui prosedur 
manajemen risiko pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Hira KC Tanon dan 
untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah  
bermasalah di BMT Hira KC Tanon.  Metode penelitian yang digunakan adalah 
analisis deskriptif untuk menjelaskan manajemen risiko pembiayaan murabahah 
bermasalah pada BMT HIRA KC Tanon. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak BMT Hira melakukan 
manjemen risiko pra akad dan pasca akad. Saran bagi peneliti selanjutnya untuk 
melakukan penelitian dibeberapa bank syariah besar di Indoneesia agar hasil 
penelitian lebih mewakili situasi yang sebenarnya.  
 
Kata Kunci : Manajemen Risiko, Pembiayaan Murabahah, Non Performing 
Financing. 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat di Indonesia baik 
dari segi pangan, sandang dan papan maka usaha usaha kecil dan menengah 
mengalami pertumbuhan. Munculnya usaha-usaha tersebut tentu tidak terlepas 
dari modal untuk menjalankan kegiatanya. Untuk memperoleh modal maka pihak 
pengusaha akan mencari lembaga keuangan yang dapat membantunya. Dengan 
demikian maka banyak lembaga keuangan yang bersaing dengan cara 
meningkatkan kualitas produk dan layananya guna memperoleh nasabah. 
Belakangan ini banyak bermunculan lembaga keuangan syariah bank maupun 
lembaga syariah non bank yang menyediakan pembiayaan berdasarkan syariat 
islam. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah mikro non bank 
yang bersedia membantu para pengusaha dalam hal permodalan. ( Wahyuni & 
Werastuti, 2013) 
 Adapun produk yang disediakan BMT meliputi pembiayaan perdagangan  
(jual-beli) melalui akad murabaha, bai bithaman ajil, salam, ijarah, istishna’, dan  
mudharabah. Adapun pembiayaan dengan bagi hasil meliputi mudharabah dan 
musyarakah  (Djamil, 2012) 
Murabahah  adalah jual beli barang dengan kejelasan atau rincian harga pokok 
perolehan barang dan ditambah keuntungan yang telah disepakati oleh pihak 
penjual dan pihak pembeli barang. Perbedaan yang nampak pada jual beli 
murabahah  adalah penjual harus berterus terang mengenai harga perolehan 
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barang dan kemudian terjadi negoisasi keuntungan kedua belah pihak yang 
akhirnya disepakati. Pada perjanjian murabahah, pihak penjual membiayai 
pembelian barang yang dibutuhkan oleh pembeli (Nurhayati, 2009).   
Pembiayaan murabahah yang didasarkan pada konsep jual beli sampai saat ini 
merupakan pembiayaan yang dominan bagi lembaga keuangan syariah bank 
maupun lembaga keuangan syariah non bank didunia termasuk di Indonesia, hal 
ini dikarenakan pembiayaan murabahah bersifat konsumtif dan memiliki tingkat 
risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan mudharabah dan musyarakah 
(Prayogo, 2011). 
 BMT Hira KC Tanon merupakan salah satu lembaga keungan syariah 
yang lebih dominan pada pembiayaan murabahah dibanding dengan pembiayaan 
lainya seperti mudharabaah, musyarakh, ijarah, qardh. Hal tersebut dapat dilihat 
pada tabel berikut ini: 
Tabel 1.1 
Jumlah anggota piutang muabahah BMT HIRA KC Tanon 3 (Tiga) Tahun 
Terakhir 
No Tahun Pembiayaan Murabahah 
1 2014 2.982 
2 2015 3.210 
3 2016 3.221 
Sumber: KSPPS BMT HIRA Tanon di Kabupaten Sragen 
Perkembangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun pada pembiayaan 
murabahah dapat dikatakn bahwa para anggota lebih tertarik pada pembiyaan 
murabahah. Pada tahun 2014 pembiayaan murabahah mencapai 2.982 anggota 
dan tahun 2015 meningkat menjadi 3.210 anggota kemudian pada ttahun 2016 
mencapai 3.221 anggota. 
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BMT Hira KC Tanon merupakan salah satu lembaga keuangan syarih yang 
berkembang di Wilayah Kabupaten Sragen yang berbadan hukum koperasi 
dengan total aset Rp.60.983.680.616. Letak yang strategis yaitu ditengah pusat 
perekonomian masyarakat Kecamatan Tanon yaitu pasar gabugan. Hal ini 
menjadikan BMT HIRA Tanon sebagai alternatif pembiayaan bagi pedagang dan 
kaki lima yag berada di area pasar serta masyarakaat di Kabupaten Sragen. 
Beberapa jenis risiko yang muncul pada pembiayaan murabahah  di lembaga 
keuangan syariah umumnya yaitu risiko yang terkait dengan barang, risiko yang 
terkait dengan nasabah dan risiko yang terkait dengan sistim pembayaran. 
(Hasanah, Puspitasari, dan Farida :2015) 
Adapun  risiko yang dijumpai pada pembiayaan murabahah adalah  risiko 
pembiayaan. Pembiayaan murabahah bermasalah yang timbul antara BMT 
dengan anggotanya karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak 
sebagaimana yang telah disepakati di dalam akad. Terdapat beberapa hal yang 
menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah antara BMT dengan 
anggotanya, antara lain disebabkan: 1.Nasabah cidera janji atau biasa dikenal 
dengan istilah wanprestasi 2.Nasabah debitur mengalami force majeure.  
3.Nasabah debitur melakukan perbuatan melawan hukum. (Nurhalimah, 2014) 
Manajemen risiko pembiayaan yaitu meminimalisir risiko yang terjadi, baik 
pada tahapan pra akad dan pasca akad. Mitigasi pra akad dilakukan dengan 
mematuhi Standard Operational Procedure yang ditetapkan oleh internal bank, 
melakukan seleksi calon nasabah, dan melakukan analisa kelayakan usaha calon 
nasabah. Sedangkan mitigasi risiko pasca akad dilakukan dengan monitoring 
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secara berkala kondisi usaha nasabah dan melakukan pembinaan terhadap usaha 
yang dijalankan oleh nasabah. (Trianti, 2014) 
Perkembangan pemberian pembiayaan yang paling tidak mengembirakan bagi 
pihak lembaga keuangan adalah adanya permasalah pada biaya yang diberikanya 
kepada nasabah. Penyebab dari permasalahan tersebut yaitu kegagalan pihak 
debitur dalam memenuhi kewajibanya kepada pihak lembaga keuangan. 
Kewajiban berupa pembayaran angsuran pokok pembiayaan serta bagi hasil yang 
telah disepakati kedua belah pihak dalam awal perjanjian pembiayaan. 
(Dendawijaya, 2005 :81) 
Tabel 1.2 
Data Anggota pembiayaan murabahah BMT HIRA Tanon 3 (Tiga) Tahun 
Terakhir berdasarkan kolektabilitas: 
Produk Kategori 
Tahun 
2014 2015 2016 
Murabahah 
Lancar 1.862 2.017 2.018 
Kurang 303 347 348 
Diragukan 322 264 268 
Macet 495 582 587 
Total 2.982 3,210 3.221 
Sumber: KSPPS BMT HIRA KC Tanon di Sragen 
Berdasarkan tabel anggota pembiayaan murrabahah KSPPS BMT HIRA Tanon 
Kabupaten Sragen periode 2014-2016 mengalami peningkatan jumlah anggota 
pembiayaan murabahah dari tahun ke tahun. Disisi lain dari peningkatan jumlah 
anggota pembiayaan juga terdapat peningkatan jumlah anggota yang mengalami 
kolektibilitas pembiayaan bermasalah. 
Menurut Setiawan (2009) Non Performing Finance (NPF) yaitu jumlah 
kredit yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih oleh suatu lembaga 
keuangan. Semakin besar nilai NPF maka semakin buruk kinerja lembaga 
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keuangan. NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi jumlah NPF 
menunjukkan kualitas pembiayaan pada lembaga keuangan semakin buruk. 
Sehingga dengan banyaknya jumlah pembiayaan bermasalah pada lembaga 
tersebut, dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh 
pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah, sehingga 
mempengaruhi perolehan keuntungan sebuah lembaga keuangan. 
 Pembiayaan bermasalah ini dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kriteria 
yakni, pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. BMT HIRA Tanon dari 
tahun 2014 - 2016 memiliki kolektibilitas yang disajikan dalam tabel beikut ini : 
Kategori 2014 2015 2016 
Lancar Rp. 19.814.661.430 Rp. 22.995.231.390 Rp. 23.021.243.368 
Kurang Rp. 982.657.780 Rp. 1.391.799.683 Rp. 1.402.807.234 
Diragukan Rp. 1.364.158.419 Rp. 774.296.970 Rp. 778.2264.708 
Macet Rp. 4.812.480.929 Rp. 5.943.188.123 Rp. 6.994.12.799 
Total Rp. 26.973.960.572 Rp. 31.104.518.181 Rp. 32.196.428.086 
Sumber: KSPPS BMT HIRA Tanon Kabupaten Sragen  
Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa BMT HIRA KC Tanon pada 
periode 2014-2016 mengalami peningkatan dalam pemberian pembiayaan setiap 
tahun, namun disisi lain BMT HIRA juga mengalami kenaikan pembiayaan yang 
bermasalah. 
Restrukturisasi pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara : a) 
penjadwalan kembali (Reschedulling), memperpanjang waktu jatuh tempo 
pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabahyang harus dibayar kepada 
lembaga keuangan syariah. b) Persyaratan kembali (reconditioning) dengan 
menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan tanpa menambah kewajiban 
nasabah yang harus dibayarkan kepada lembaga keuangan syariah. c) penataan 
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kembali (restructuring) dengan cara penambahan dana, melakukan konversi 
menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, melakukan konversi 
menjadi penyertaan modal sementara. (Djamil, 2012: 90-91) 
Dalam hal menyelesaikan pembiayaan bermasalah, BMT hira mengambil 
kebijakan dengan melakukan upaya penjadwalan kembali (Reschedulling), 
memperpanjang waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban 
nasabahyang harus dibayar kepada lembaga keuangan syariah. dan melakukan 
penghapusan pembayaran fee atau margin, (Nining selaku Personalia BMT Hira 
KC Tanon) 
Banyak penelitian yang menulis mengenai aspek risiko dalam sistem jual 
beli salah satunya Afriandra & Mutia (2014) yang meneliti pengaruh risiko 
pembiayaan musyrakah dan  risiko pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas  
pada Bank Umum Syariah di Indonesiadengan menggunakan pendekatan studi 
lapangan Dan Trianti (2014) yang meneliti mengenai manajemen risiko 
pembiayaan mudharabah. Akan tetapi belum ada yang membahas mengenai 
manajemen risiko pada pembiayaan murabahah dan restrukturisasi pembiayaan 
bermasalah khususnya dengan pendekatan studi kasus.  
Alasan peneliti memilih BMT Hira KC Tanon karena BMT Hira merupakan 
lembaga keuangan syariah pertama dan satu-satunya yang beroperasi di Tanon . 
Oleh karena itu, BMT Hira setidaknya memiliki pengalaman lebih lama dalam 
pengelolaan sistem keuangan berbasis syariah. BMT Hira KC Tanon  merupakan 
salah satu lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad murabahah sesuai 
dengan PSAK No. 102. BMT Hira memberikan pelayanan pembiayaan 
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murabahah yang berupa pembiayaan untuk usaha konsumtif, maupun investasi, 
jangka waktu, tata cara pengembalian dan margin yang ditentukan berdasarkan 
kesepakatan kedua belah pihak.  
 
1.2 Identifikasi Masalah 
 Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat di identifikasikan 
masalah sebagai berikut : penyebab terjadinya pembiayaan murabahah 
bermasalah karena anggota tidak dapat melunasi atau tidak bersedia terhadap 
kewajibanya kepada BMT HIRA KC.Tanon, Manajemen pembiayaan yang 
dilakukan oleh pihak BMT dalam penyelesaian pembiayaan murabahah 
bermasalah. 
  
1.3  Rumusan Masalah 
Adapun Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : 
1. Bagaimana prosedur manajemen risiko pembiayaan murabahah di BMT Hira 
KC Tanon? 
2. Bagaimanakah penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah  
bermasalah di BMT Hira KC Tanon? 
 
1.4 Tujuan Penelitian  
Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi tujuan penulis 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui prosedur manajemen risiko pembiayaan murabahah di 
BMT Hira KC Tanon 
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2.  Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah  
bermasalah di BMT Hira KC Tanon 
 
1.5  Manfaat Penelitian 
1. Bagi akademis, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan 
keilmuan mengenai teori manajemen risiko pembiayaan murabahah 
bermasalah. 
2. Bagi pihak manajemen ( BMT HIRA KC TANON) dapat sebagai bahan 
pengoptimalan manajemen risiko pembiayaan murabahah bermaslah. 
 
1.6 Jadwal Penelitian 
TERLAMPIR 
 
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 
 Untuk memudahkan dan mengetahui dalam penelitian skripsi ini, maka 
peneliti menyusun sistematikanya sebagai berikut :  
BAB I Pendahuluan  
Bab ini meliputi alasan pemilihan judul, penegasan judul, 
identifikasi masalah, rumusan masalahan, tujuan penelitian 
skripsi, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.  
BAB II Tinjauan Pustaka 
 Bab ini menguraikan teori-teori yang digunakan untuk 
mendukung penelitian agar dapat memperoleh gambaran yang 
jelas berkaitan  manajemen risiko pembiayaan murabahah 
bermasalah, hasil penelitian yang relevan. 
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BAB III  Metodologi Penelitian 
Dalam bab ini berisi tentang waktu dan wilayah penelitian, 
metode penelitian, data dan sumber data, responden, teknik 
pengumpulan data, analisis data, dan validitas data. 
BAB IV Analisis dan pembahasan 
Bab ini menyajikan profile BMT Hira KC Tanon yang menjadi 
objek penelitian dan analisis data yang diperoleh dalam penelitian 
serta membandingkan teori mengenai manajemen risiko 
pembiayaan murabahah bermasalah dengan praktik yang 
dilaksanakan oleh BMT Hira. 
BAB V Penutup 
Bab ini berisikan uraian kesimpulan berdasarkan analisis data, 
kemudian dari kesimpulan tersebut disampaikan saran-saran yang 
menunjang sebagai masukan bagi lembaga keuangan syariah 
khususnya BMT Hira 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Kajian Teori  
2.1.1 Baitul Mal wat Tamwil (BMT) 
1. Pengertian BMT  
Ridwan (2004 : 126) BMT kependekan dari Baitul Maal Wa Tamwil atau 
bisa juga ditulis dengan baitul maal wa baitul tamwil secara harfiah/lughowibitul 
maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha.  Baitul Maal 
berkembang dari jaman nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam. 
Dimana Baitul Maal memiliki fungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan 
sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedanngkan baitul tamwil merupakan 
lembaga bisnis yang bermotif laba (keuntungan). 
Dari penjelasan diatas dapat ditarik pengertian bahwa BMT merupakan 
organisasi bisnis yang juga memiliki peran dalam sosial. Pada bagian definisi 
baitul maal terlihat bahwa BMT memiliki peran soaial sedangkan pada definisi 
baitul tamwil  BMT memiliki peran dalam bidang bisnis. Sebagai lembaga sosial, 
baitul maal  memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat 
(LAZ) memiliki peran dalam upaya pengumpulan zakat, infaq, sedekah, wakaf 
dan sumber dana-dana sosial lainya, serta upaya pensyarufan zakat kepada 
golongan yang paling berhak. 
Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada 
sektor keaungan, meliputi simpan-pinjam. Simpan pinjam merupakan langkah 
BMT dalam menghimpun dana anggota dan calon anggota kemudian 
menyalurkan dana kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. 
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Mengingat BMT adalah lembaga keuangan non lembaga keuangan syariah maka 
BMT bebas mengembangkan lahan bisnisnya baik pada sektor rill maupun sektor 
keuangan yang dilarang oleh lembaga keuangan syariah, sehingga BMT tidak 
tunduk pada peraturan perlembaga keuangan syariahan melainkan tunduk pada 
peraturan koperasi baik serba usaha (KSU) maupun simpan pinjam (KSP). 
Namun, sangat memungkinkan jika BMT memiliki perundangan sendiri 
mengingat sistem operasional BMT tidak mutlak sama dengan perkoperasian, 
semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syariah, dll. 
Berdirinya BMT memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas 
ekonomi untuk kesejahteraan anggotanya dan masyarakat umum. Para anggota 
BMT diberdayakan (empowering) agar dapat menjadi individu yang mandiri 
sehingga dapat diharapkan meningkatnya taraf hidup melalui peningkatan usaha. 
Dalam pemberian pembiayaan maka hendaknya dilakukan pendampingan dan 
adanya keterbukaan antara BMT dengan anggota sehingga dapat mendeteksi 
berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. (Ridwan, 2004 : 128) 
2. Fungsi Baitul Maal Wa Tamwil 
Ridwan (2004:131) menjelaskan bahwa, dalam menjalankan fungsinya 
BMT melakukan langkah-langkah sebagai berikut:  
a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan 
mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok 
anggota muamalat(Pokusma) dan daerah kerjanya. 
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b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional 
dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan 
global. 
c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan anggota. 
d. Menjadi perantara keuangan (financial intermediary)   antara agniya sebagai 
shahibul maal dan dhuafa’ sebagai mudhorib, terutama untuk dana-dana sosial 
seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dll. 
e. Menjadi perantara keuangan (financial intermediary) antara pemilik dana 
(shahibul maal), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna 
dana (mudhorib) untuk pengembangan usaha produktif. 
Ridwan (2014:130) dalam pelaksanaan kegiatanya adapun beberapa 
prinsip yang dipegang teguh oleh BMT meliputi : 
a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah AWT dengan mengimplementasikanya 
pada prinsip-prinsip Syari’ah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata 
b. Keterpaduan, yaitu nilai-nilai spiritual dan moral menggerakan dan 
mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlak 
mulia. 
c. Kekeluargaan, yaitu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan 
pribadi. 
d. Kebersamaan, yaitu kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen 
BMT.  
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e. Kemandirian, yaitu tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan 
tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat. 
f. Profesionalisme, yaitu Semangat kerja yang tinggi yang dilandasi dengan dasar 
keimanan. Kerja keras yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan, keterampilan dan 
Attitude.  
g. Istiqomah, yaitu konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti 
dan tanpa pernah putus asa. 
3. Produk dan Jasa Baitul Maal Wa Tamwil 
Penghimpunan dana BMT menerapkan prinsip Al-Wadi’ah dan 
Mudharabah. Prinsip Al-Wadi’ah yaitu akad penitipan barang atau uang pada 
BMT yang harus dijaga dan dikembalikan kepada si penitip. Prinsip Al-Wadi’ah 
dibagi atas Al-Wadi’ah Yad Amanah dan Al-Wadi’ah Yad Adh Dhamanah. 
Aplikasi konsep dari Al-Wadi’ah Yad Amanah BMT sebagai pihak yang dititipi 
tidak berhak sama sekali untuk medayagunakan titipan tersebut.dalam hal ini 
penerima titipan dapat membelembaga keuangan syariahan biaya titip kepada 
pihak penitip. Konsep Al-Wadi’ah Adh Dhamanah, dalam konsep ini pihak yang 
menerima titipan berhak mendayagunakan uang atau barang yang dititipkan, 
sehingga BMT mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Kemudian pihak 
BMT juga dapat memberikan imbalan atau bonus bagi penitip (Ridwan,2014: 
150-157) 
Ridwan (2014:165-174) menjelaskan bahwa penyaluran penyaluran dana 
pada BMT dilakukan melalui pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip kerja 
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sama, prinsip jasa. Pembiayaan dengan prinsip jual beli dari segi pemanfaatanya 
dapat dibagi menjadi sebagai berikut: 
a. Jual Beli Murabahah 
Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah 
disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak penjual harus memberitahu mengenai 
harga pokok dan dibelinya dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahan 
dengan pembayaranya dengan cara cicilan. Contoh, pembiayaan konsumtif dalam 
pembelian kendaraan mobil dan rumah. 
b. Salam 
Jual beli dimana dana atau uang dibayar dimuka, sedangkan barang 
diserahkan di kemudian hari. Untuk menghindari segala bentuk kecurangan maka 
harus ada kejelasan mengenai jenis barang, mutu produk, standar harga, jangka 
waktu, tempat penyerahan serta keuntungan. Biasanya terjadi untuk produk-
produk pertanian.Contoh, BMT akan membeli hasil panen petani dengan harga 
yang telah ditentukan sesuai dengan asumsi-asumsi. Ketika waktu panen telah tiba 
maka BMT akan menerima hasil panennya dan menjual kepada pihak lain karena 
pihak BMT tidak berhajat akan barang tersebut. 
c. Istishna 
Merupakan kontrak jual beli barang dengan pesanan. Dalam hal ini 
pembeli memesan suatu barang kepada pihak produsen namun produsen berusaha 
melalui pihak lain untuk membuat atau membeli barang tersebut sesuai dengan 
spesifikasi yang sudah ditetapkan. 
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d. Ijarah 
Merupakan akad sewa-menyewa yang diakhiri dengan pembelian karena 
terjadi pemindahan hak. Angsuran dari nasabah bisa dihitung sebagai biaya 
pembelian, dan di akhir waktu setelah lunas barang menjadi milik 
anggota/nasabah. 
 Pembiayaan dengan prinsip kerja sama dapat dibagi menjadi 2, yaitu: 
a. Mudharabah 
Yaitu hubungan kemitraaan antara pihak BMT dengan anggotanya yang 
modalnya 100% bersumber dari pihak BMT. BMT sebagai pemilik dana akan 
mempercayakan dananya kepada nasabah atas usaha yang dikelola, sehingga hasil 
dari usaha tersebut dapat dibagi hasilkan antara mudharib dan shahibul maal 
sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku. Dalam akad ini BMT 
tidak berhak ikut campur tangan atas usaha yang dijalankan oleh nasabah. 
b. Musyarakah 
Yaitu kerja sama antara BMT dengan anggotanya dimana sumber modal 
berasal dari kedua belah pihak sehingga keuntungan dan risiko di tanggung 
bersama sesuai dengan tingkat nisbah. Dalam akad ini BMT boleh ikut campur 
dalam pengelolaan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Pembiayaan berdasarkan 
prinsip jasa memiliki tujuan tolong menolongdalam hal kebaikan, berikut ini 
pengembangan dari prinsip jasa: 
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1) Wakalah  
Yaitu penyerahan, pendelegasian maupun pemberian mandat atau amanah. Pihak 
BMT menjadi wakil (investor) dalam investasi antara pihak investor dengan 
nasabah yang akan menggunakan modalnya. 
2) Kafalah/Garansi 
Yaitu pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang 
menjamin. 
3) Hawalah 
Yaitu pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung. 
4) Rahn (Gadai) 
Yaitu menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan 
yang diterimanya. barang-barang yang ditahan adalah barang yang memiliki nilai 
ekonomis sesuai dengan strandar yang ditetapkan. Secara sederhana Rahn sama 
dengan gadai Syari’ah. 
5) Qard 
Yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau bisa 
dkatakan pemberian pinjaman kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan. 
 
2.1.2 Pembiayaan Murabahah 
1.    Pengertian pembiayaan Murabahah 
Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan) yakni prinsip bai’ (jual 
beli) dimana harga jual terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan 
yang telah disepakati. Penyerahan barang dapat dilakukan saat transaksi 
sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai atau tangguh ( Karim,2003:88) 
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Murabahah adalah transaksi jual-beli dimana lembaga keuangan bertindak 
sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan penentuan harga jual yaitu 
harga beli lembaga keuangan dari pemasok ditambah keuntungan (margin), sesuai 
dengan kesepakatan antara pihak lembaga keuangan dengan nasabah.Jika nasabah 
tidak mampu menyelesaikan akad Murabahah tersebut dikarenakan faktor 
ekonomi dan bukan disebabkan oleh faktor kelalaian maka lembaga keuangan 
selaku pemberi modal harus menunda tagihan utang sampai nasabah sanggup 
kembali. (Afriandra dan Mutia,2014) 
Murabahah didefinisikan sebagai penjualan barang sehingga biaya atau 
harga pokok barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati. 
Karakteristik Murabahah adalah bahwa penjual harus memberitahu berapa harga 
pembelian produk tersebut dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah 
dengan jumlah tersebut (Wiroso,2005:13) 
2.   Syarat Murabahah 
Menurut Antonio (2001:102-103) menyebutkan beberapa syarat yang 
harus ada dalam akad Murabahah, meliputi: 
a. Penjual jujur atau menjelaskan biaya modal kepada nasabah 
b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan 
c. Kontrak harus bebas dari riba 
d. Penjual harus jujur kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang setelah terjadi 
transaksi 
e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 
misalnya jika pembelian dilakukan secara utang 
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3.   Jenis Murabahah 
Menurut Wiroso(2005:37) Murabahah dapat dibedakan menjadi dua 
macam yaitu Murabahah berdasarkan pesanan dan Murabahah tanpa pesanan. 
Dengan penjelasan sebagai berikut: 
a. Murababah Tanpa Pesanan 
Maksud dari Murabahah tanpa pesanan yaitu ada tidaknya nasabah yang 
emesan suatu barang, serta ata tidaknya pembeli, lembaga keuangan tetapa 
menyediakan barang daganganya. 
b. MurabahahBerdasarkan Pesanan 
Maksudnya ialah lembaga keuangan syariah baru akan melakukan 
transaksi jika adanya nasabah yang telah memesan barang sehingga 
penyediaan barang baru akan dilakukan jika adanya pesanan.  
4.  Rukun Pembiayaan Murabahah 
Menurut Amnawaty dan Liana (2014) Menjelaskan Rukun al-Murabahah 
terdiri dari:  
a. Penjual (ba’i) 
b. Pembeli (mustariy)  
c. Barang yang dibeli (mabi’)  
d. Harga (Tsaman)  
e. Ijab Qabul 
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5.  Manfaat Pembiayaan Murabahah 
Berbagai manfaat akad Murabahah bagi lembaga keuangan syariah salah 
satunya adalah dengan adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli 
dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu sistem Murabahah 
merupakan sistem yang sederhana. Hal tersebut dapat memudahkan dalam 
penanganan administrasi di lembaga keuangan syariah.  
6. Risiko Pembiayaan Murabahah  
Diantara kemungkinan risiko yang terjadi dalam pembiayaan murabahah 
antara lain yaitu : 
a. Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran. 
b. Fluktuasi harga komparatif, hal ini terjadi apabila harga di pasar naik setelah 
membelikanya untuk nasabah, bank atau BMT tidak bias mengubah harga jual 
tersebut. 
c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim atau diterima nasabah bias saja ditolak 
dengan beberapa alasan. Seperti terjadinya kerusakan dalam proses pengiriman. 
Sehingga perlunya perlindungan oleh asuransi. Atau bias juga seperti barang 
yang diterima nasabah tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipesan. ( Wiroso, 
2005 : 121) 
 
2.1.3 Non Performing Finance (NPF) 
1. Pengertian NPF 
Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang kualitasnya 
berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Jika NPF tinggi 
maka profitabilitas menurun dan tingkat margin akan menurun, Jika NPF turun, 
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maka profitabilitas naik dan tingkat margin akan naik. Adapun standar terbaik 
Non Performing Financing (NPF) adalah kurang dari 5% (Djamil, 2012 : 66) 
Menurut Muhammad (2005:22) dalam Astuti (2015) menjelaskan beberapa 
faktor sebagai penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal 
dan faktor eksternal, adapun penjelasanya yakni :  
1). Faktor internal adalah faktor yang timbul dari pihak perusahaan yang kurang 
selektif dalam memberikan suatu pembiayaan kepada nasabahnya,, meliputi: 
a. Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut.  
b. Manajemen tidak baik atau kurang rapih.  
c. Laporan keuangan tidak lengkap.  
d. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan.  
e. Perencanaan kurang matang.  
f. Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.  
2). Faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari dari nasabah itu sendiri 
yang dengan sengaja untuk tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar 
angsuran ataupun usaha yang dijalankan tidak berkembang, meliputi : 
a. Aspek pasar kurang mendukung.  
b. Kemampuan daya beli masyarakat rendah.  
c. Kebijakan pemerintah.  
d. Pengaruh lain diluar usaha.  
e. Kenakalan peminjam. 
 
 
21 
 
2. Kategori Non Performing Financing  
Menurut Penggolongan pembiayaan bermasalah diukur dari kolektibilitas 
pembiayaan lembaga keungan dilakukan atas dasar unsur kuantitatif dan unsur 
judgement. Rincian penilaian  tersebut meliputi : Penilaian atas dasar unsur 
kuantitatif; sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yang menghasilkan 
penggolongan pembiayaan: 
a. Lancar/Kolektibiliti I  
1) Pembayaran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan  
persyaratan akad. 
2) Nasabah  selalu  menyampaikan  informasi  keuangan secara teratur dan akurat.  
3)  Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.   
b.  Dalam Perhatian Khusus/Kolektibiliti II  
1) Terdapat tuggakan angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari 
2) Nasabah  menyampaikan  informasi  keuangan  secara teratur dan masih akurat.  
3) Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.  
4) Pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil. 
c.  Kurang Lancar/Kolektibiliti III  
1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah 
melewati 90 hari sampai dengan 180 hari.  
2) Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan.  
3) Dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan dan pengikatan agunan 
kuat.  
4) Pelanggaran  terhadap  persyaratan  pokok  perjanjian piutang.  
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5) Perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan  keuangan.  
d. Diragukan/Kolektibiliti IV  
1) Terdapat   tunggakan   pembayaran   angsuran   pokok dan atau margin yang 
telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari.  
2) Nasabah  tidak  menyampaikan  informasi  keuangan atau tidak dapat  
dipercaya.  
3) Dokumentasi  perjanjian  piutang  tidak  lengkap  dan pengikatan agunan   
lemah.  
4) Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.   
e. Macet/Kolektibiliti V  
1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah 
melewati 270 hari.  
2) Dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.  
 Penilaian Kualitatif ; atas dasar unsur judgement menurut penilaian bank, baik 
ditinjau dari segi keadaan usaha, manajemen debitur maupun agunan 
pembiayaan yang dikuasai bank diperkirakan debitur yang bersangkutan tidak 
mampu mengembalikan   sebagian   atau   seluruh   kewajibannya   maka sesuai 
berat-ringannya permasalahan yang dihadapi debitur, pembiayaan tersebut 
dapat digolongkan pada kolektibilitas yang lebih rendah. 
Ada beberapa prosedur pembiayaan yang sehat yang harus dilakukan bagi 
seseorang yang melakukan pembiayaan diantaranya : prosedur persetujuan 
pembiayaan, prosedur administrasi dan prosedur pengawasan pembiayaan. 
Penyelewengan mudah timbul sejak pembiayaan itu disalurkan oleh lembaga 
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keuangan kepada nasabah sampai dengan pembiayaan itu dibayar lunas oleh 
nasabah. Oleh karena itu tugas lembaga keuangan tidak hanya berhenti pada 
pemberian pembiayaan saja tetapi bank masih harus melakukan pengawasan 
mulai dari pembiayaan itu diberikan sampai dengan pembiayaan dibayar lunas 
oleh nasabah. (Nuryawan, 2015) 
 
2.1.4 Manajemen Risiko  
1. Definisi Manajemen Risiko 
Menurut Karim (2008: 216), risiko dalam konteks perlembaga keuangan 
syariahan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan 
(anticipated) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unanticipated) yang 
berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan lembaga keuangan. 
Manajemen risiko sendiri dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengukur, 
memantau dan mengendalikan organisasi agar menghasilkan tingkat risiko yang 
wajar, terarah terintegrasi dan berkesinambungan (Karim 2008: 255) 
Menurut Wahyudi dkk ( 2013: 33) Manajemen Risiko adalah tentang 
bagaimana lembaga keuangan secara aktif memilih jenis dan tingkat risiko yang 
sesuai dengan kegiatan usaha lembaga keuangan tersebut. Dalam manajemen 
risiko tercermin tingkat keberaian suatu lembaga keuangan dalam mengambil 
risiko untuk mendapatkan keuntungan. 
Manajemen Risiko menurut IFSB adalah proses dalam mengsekusi semua 
elemen manajemen risiko yang terdiri dari identifikasi, pengukuran,mitigasi, 
pemantauan, pelaporan, dan pengendalian risiko. Diantara syarat keberhasilan 
proses manajemen risiko adalah adanya implementasi kebijakan, limit, prosedur 
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yang sesuai, dan manajemen sistem informasi yang efektif dalam pelaporan risiko. 
(Wahyudi dkk, 2013: 53) 
2. Macam- Macam Manajemen Risiko 
Adapun macam-macam Manajemen Risiko dalam lembaga keuangan syariah 
Menurut Rustam (2013 : 55-275) sebagai berikut : 
a) Manajemen Risiko Kredit 
b) Manajemen Risiko Pasar   
c) Manajemen Risiko Likuiditas 
d)    Manajemen Risiko Operasional 
d) Manajemen Risiko Hukum 
e) Manajemen Risiko Strategis 
f) Manajemen Risiko Kepatuhan 
g) Manajemen Risiko Reputasi  
h) Manajemen Risiko Imbal Hasil 
i) Manajemen Risiko Investasi 
j) Manajemen layanan Prima 
3.   Regulasi Manajemen Risiko 
Lembaga keuangan syariah non lembaga keuangan syariah maupun lembaga 
keuangan syariah wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Cakupan 
manajemen risiko ini termasuk penerapan program antipencucuian uang dan 
pencegahan pendanaan terorisme yang sebelumnya dikenal dengan prinsip 
mengenal nasabah (know yor costumer- KYC). (Bambang, 2013 : 35) 
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Menurut Bambang (2013:36) Penerapan manajemen risiko yang efektif dapat 
dilaksanakan minimal mencakup : 
a. Pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan Dewan pengawas syariah 
(DPS). 
b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko. 
c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian 
risiko serta sistem informasi manajemen (SIM) risiko 
d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh. 
4.  Proses Manajemen Risiko 
Dalam hal ini seluruh lembaga keuangan syariah wajib melakukan proses 
identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh 
faktor-faktor risiko yang bersifat material. Selain itu lembaga keuangan syariah 
lembaga keuangan syariah juga harus mengembangkan SIM dalam rangka 
mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko 
yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha 
lembaga keuangan syariah. Hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi (Rustam, 
2013: 44-45) 
1) Identifikasi risiko  
a. Lembaga keuangan syariah wajib melakukan identifikasi seluruh risiko 
secara berkala. 
b. Lembaga keuangan syariah wajib memiliki metode atau sistem untuk 
melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktifitas bisnisnya. 
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c. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber 
risikoyang paling tidak dilakukan terhadap risiko produk dan aktivitas lembaga 
tersebut, dan memastikan bahwa risiko ang muncul dari produk serta aktivitas 
baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan 
dan dijalankan. 
2) Pengukuran risiko  
a. Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko 
lembaga keuangan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian risiko.sama 
seperti identifikasi risiko, maka pengukuran risiko juga wajib dilakukan secara 
berkala. 
b. Sistem tersebut minimal harus mampu mengukur sensitivitas 
produk/aktivitas terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Baik dalan 
kondisi tidak normal/normal. 
5.  Manajemen Risiko Pembiayaan  
Risiko pembiayaan disebabkan akibat kegagalan nasabah atau pihak lain 
dalam memenuhi kewajiban kepada pihak lembaga keuangan syariah sesuai 
dengan perjanjian yang telah disepakati. Ada dua jenis gagal bayar dalam syariah, 
yaitu sebagai berikut: 
1. Yang mampu ( gagal bayar sengaja ) 
2. Gagal bayar karena bangkrut, yaitu tidak mampu membayar kembali 
utangnya karena alasan-alasan yang diakui syariah. 
Risiko pembiayaan bersumber dari berbagai aktivitas bisnis lembaga 
keuangan. Pemberian pembiayaan merupakan sumber terbesar risiko kredit. 
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Selain pembiayaan risiko kredit juga bersumber dari berbagai instrumen keuangan 
seperti surat berharga,akseptasi, transaksi antar lembaga keuangan, transaksi 
pembiayaan dan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif, serta kewajiban 
komitmen dan kontingensi. Risiko kredit dapat meningkat karena 
terkonsentrasinya penyediaan dana, antara lain pada debitur, wilayah geografis, 
produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Maka dari itu, tujuan dari 
manajemen risiko kredit yaitu untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana 
lembaga keuangan tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan 
kerugian bagi lembaga keuangan tersebut. 
Pembiayaan bermasalah banyak disebabkan karena analisis pembiayaan 
yang keliru dan buruknya karakteristik nasabah. Selain itu, pembiayaan 
bermasalah disebabkan oleh faktor internal lembaga keuangan dan nasabah seperti 
adanya Self dealing atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit dan 
Adanya minimnya pengetahuan/keterampilan para pengelola kredit. Penyebab lain 
muncul dari faktor eksternal, yaitu kegagalan bisnis dan ketidakmampuan 
manajemen misalnya Kegiatan perekonomian makro/kegiatan 
politik/kebijaksanaan pemerintah yang diluar jangkauan lembaga keuangan untuk 
diperkirakan dan, Adanya bencana alam dan kejadian lain diluar dugaan. 
Dari sisi nasabah, moral hazzard(ketidak hati-hatian petugas dalam 
menyalurkan pembiayaan) sering terjadi pada pembiayaan bagi hasilkarena 
ketidaksempurnaan informasi petugas melihat level usaha nasabah dan 
terbatasnya informasi produktivitas usaha. 
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2.1.4 Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah 
Murabahah merupakan akad pembiayaan yang terdapat pada lembaga 
keuangan dengan cara jual beli. Sebagai akad yang mayoritas diterapkan dalam 
lembaga keuangan syariah, Murabahah memiliki berbagai jenis resiko yang perlu 
dikelola dengan baik sehingga kerugian yang ditimbulkan oleh risiko tersebut 
dapat dikendalikan dengan baik. 
Menurut Nurhalimah (2014) Adapun  risiko yang sering dialami bank syariah, 
khususnya dalam pembiayaan Murabahah adalah risiko pembiayaan. Pembiayaan 
Murabahah bermasalah antara bank dengan nasabah berkaitan dengan risiko 
pembiayaan dapat timbul dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para 
pihak sebagaimana yang telah disepakati di dalam akad. Terdapat beberapa hal 
yang menyebabkan terjadinya pembiayaan Murabahah bermasalah antara bank 
dengan nasabah, antara lain disebabkan: 
 1. Nasabah cidera janji atau biasa dikenal dengan istilah wanprestasi.  
 2. Nasabah debitur mengalami force majeure. 
 3. Nasabah debitur melakukan perbuatan melawan hukum. 
Risiko-risiko tersebut membuat lembaga keuangan syariah harus melakukan 
pengelolaan  risiko. Pengelolaan risiko diperlukan untuk mengidentifikasi risiko 
agar dapat meminimalisir risiko-risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan, 
pengelolaan risiko tersebut perlu dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional 
maupun lembaga keuangan syariah. sehingga perusahaan/lembaga keuangan 
syariah tidak mengalami kerugian yang besar. Sehingga peran Manajemen Risiko 
pembiayaan sangat diperlukan dalam akad Murabahah. 
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Adapun Manajemen Risiko yang harus dilakukan suatu lembaga keuangan 
syariah meliputi sebagai berikut: 
1. Penanggulangan Pembiayaan Murabahah Bermasalah 
Menurut Astuti (2015) Pengelolaan risiko, yaitu suatu cara untuk inovasi 
perusahaan yang ditempuh untuk mengelola risiko agar tidak mendatangkan 
kerugian bagi perusahaan. Adapun cara yang ditempuh lembaga keuangan untuk 
meminimalisasi risiko digolongkan menjadi 4 point penting, antara lain :  
a) Tindakan preventif / pencegahan yaitu upaya pencegahan pembiayaan 
mudharabah bermasalah dimulai dari pemahaman dan pelakasanaan proses 
pembiayaan yang benar, pemantauan dan pembinaan pembiayaan, memahami 
faktor yang menjadi penyebab pembiayaan mudharabah bermasalah yang 
mungkin terjadi. Langkah yang harus dilakukan antara lain:  
1) Analisa pembiayaan, berupa analisis 5C yaitu: 
a. Character (Penilaian terhadap karakter) merupakan data tentang kepribadian 
dari calon debitur seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara 
hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Kegunaan dari 
penilaian tesebut untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad atau kemauan 
calon debitur untuk memenuhi kewajibannya (wiilingness to pay) sesuai 
dengan janji yang telah ditetapkan. 
b. Penilaian terhadap kemampuan (Capacity) Penilaian terhadap kemampuan 
nasabah bertujuan untuk mengukur kemampuan nasabah dalam menjalankan 
usahanya. 
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c. Penilaian terhadap modal (Capital) Penilaian terhadap modal perusahaan 
bertujuan untuk mengetahui kemampuan nasabah atau perusahaan milik 
nasabah dalam menanggung beban pembiayaan yang dibutuhkan serta 
kemampuan dalam menanggung beban risiko (risk sharing) yang mungkin 
dialami perusahaan itu. 
d. Penilaian terhadap agunan kredit (Collateral)  Jaminan yang mungkin bisa 
disita apabila ternyata calon pelanggan benarbenar tidak bisa memenuhi 
kewajibannya.  
e. Penilaian terhadap kondisi perekonomian dan usaha (Condition) Kredit yang 
diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan 
dengan prospek usaha calon debitur. 
Menurut Listanti, Dzulkirom dan Topowijono (2015) lembaga keuangan tidak 
hanya melakukan analisis 5C saja, namun seharusnya juga bisa melakukan 
analisis 5P (Party, Purpose, Payment, Profitability, dan Protection) dan 
3R(Return, Repayment, dan Risk). Berikut penjelasan mengenai analisis 5P yang 
dilakukan lemaga keuangan syariah: 
a. Party yaitu cara yang dilakukan lembaga keuangan dengan mengelompokan 
calon debitur dalam beberapa kelompok. 
b. Purpose yaitu dengan cara meneliti kelayakan rencana penggunaan kredit. 
c. Payment yaitu dengan cara meneliti akankan nasabah mampu mengembalikan 
kredit. 
d. Protection yaitu dengan menjaga tingkat keamanan kredit 
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Mengenai analisi 3R yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan, berikut 
penjelasanya : 
a. Return yaitu menganalisis kemampuan presentase keberhasilan dari kredit yang 
disalurkan 
b. Repayment yaitu menganalisis kemampuan pembayaran kembali kredit yang 
disalurkan 
c. Risk yaitu kemampuan debitur dalam menanggung risiko yang ada dalam 
kredit. 
2) Monitoring dan evaluasi yang meliputi on desk monitoring (pengawasan 
pembiayaan secara administratif seperti kelengkapan dokumen, SPP, 
penandatanganan akad perjanjian, laporan, dan lain-lain) dan on site 
monitoring (pengawasan yang bersifat langsung) sebagai implikasi dari on desk 
monitoring baik secara langsung maupun melalui pihak lain dengan melakukan 
kunjungan atau survey dan auditing (pengawasan menitikberatkan pada 
kelengkapan dokumen dan syarat lainnya).  
b. Tindakan revitalisasi adalah tindakan dalam rangka memperbaiki dan 
menyelamatkan pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. Selain 
melakukan analisa sebab kemacetan pembiayaan, tindakan revitaslisasi dapat 
berwujud sebagai berikut:  
1) Resceduling, yaitu memperpanjang jangka waktu pembiayaan, memperpanjang 
jangka waktu angsuran dan penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang 
mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pembiayaan.  
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2) Restructuring yang dilakukan dengan menambah jumlah maksimum 
pembiayaan dengan waktu pengembalian yang tetap ada atau memberi 
pinjaman ulang berupa qardul al-hasan.  
3) Reconditioning menurut Wangsawidjaja (2012:449) yaitu memperkecil margin 
keuntungan atas sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa 
menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, 
antara lain meliputi:  
a. Perubahan jadwal pembayaran  
b.  Perubahan jumlah angsuran  
c. Perubahan jangka waktu  
d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musharakah 
e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan  mudharabah atau 
musharakah 
f. Pemberian potongan 
4) Kombinasi  dimana  seorang  nasabah  dapat  saja  diselamatkan  dengan 
kombinasi antara Rescheduling dengan Restructuring, misalnya jangka waktu 
diperpanjang pembayaran bagi hasil ditunda atau Reconditioning dengan 
Rescheduling, misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah. 
5) Pengambilan alih jaminan Jaminan merupakan sesuatu yang tidak terlepaskan 
dari suatu pembiayaan. Upaya ini adalah langkah terakhir pihak lembaga 
keuangan dalam menyelamatkan pembiayaan. 
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2. Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah 
a. Pengertian Restrukturisasi 
Restrukturisasi yaitu upaya yang dilakukan lembaga keuangan dalam 
rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibanya (Djamil, 
2012:83) 
Menurut Primasatya (2014) Restrukturisasi pembiayaan bermasalah dapat 
dilakukan dengan cara: 
1) Penataan kembali (Restructuring), Ada tiga penataan kembali, yaitu: 
a) Ditambah dana (suplesi) Mitra boleh mengambil kembali sisa baki debet 
selama masih dalam jangka waktu pembiayaan yang disetujui dalam akad.  
b) Novasi Perjanjian antara koperasi dengan mitra yang menyebabkan 
pembiayaan lama menjadi hangus.  
c) Pembaruan pembiayaan Hal ini bukan merupakan pembaruan perjanjian yang 
menyebabkan perjanjian lama menjadi hangus dengan adanya perjanjian baru. 
2) Penjadwalan kembali (Rescheduling) Penjadwalan ulang dapat dilakukan 
dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran 
(penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran. Hal ini dilakukan 
apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat dengan 
kemampuan dan kondisi mitra. Pemecahannya adalah dengan mengevaluasi 
dan menganalisis kembali seluruh kemampuan usaha mitra sehingga cocok 
dan tepat dengan jadwal yang baru.  
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3) Persyaratan kembali (Reconditioning) Koperasi melakukan tindakan ini 
terhadap mitra apabila terdapat:  
a) Perubahan kepemilikan usaha 
b) Perubahan jaminan, apakah dalam hal bentuk, harga, maupun status. Hal ini 
akan mempengaruhi Collateral Coverage pembiayaan 
c) Perubahan pengurus 
d) Perubahan nama dan status perusahaan 
b. Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah 
Menurut Djamil (2012 : 88) Pembiayaan dengan akad Murabahah bisa 
dilakukan restrukturisasi dengan cara: 
1) Penjadwalan kembali (reschedulling) 
Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jatuh tempo pembiayaan 
tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada 
lembaga keuangan syariah 
2) Persyaratan kembali (reconditioning)  
Restrukturisasi dilakukan dengan cara menetapkan kembali syarat-syarat 
pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, 
jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa 
kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada lembaga keuangan syariah 
3) Penataan kembali (restructuring)dengan melakukan konversi piutang 
Murabahah sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi ijarah muntahiyyah 
bittamlik atau mudharabah atau musyarakah. 
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4) Penataan kembali (restructuring) dengan melakukan konversi menjadi surat 
berharga syariah berjangka waktu menengah 
5) Penataan kembali (restructuring) dengan melakukan konversi menjadi 
penyertaan modal sementara. 
c. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah 
 Setiap aktivitas yang dilakukan lembaga keuangan syariah khususnya pada 
penyaluran dana akan dijumpai adanya pembiayaan bermasalah yang diakibatkan 
oleh risiko pembiayaan. Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang 
kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. (Djamil, 
2012:66) 
 Sehingga suatu lembaga keuangan syariah harus mengelola pembiayaan 
bermasalah (NPF) dengan melakukan Restrukturisasi sebagai langkah 
penyelamatan pembiayaan yang telah dia salurkan kepada nasabah yang 
pembiayaanya bermasalah dengan cara Reschedulling, Reconditioning, 
Restructuring. 
 Seperti paparan diatas maka dapat kita simpulkan bahwa restrukturisasi 
pembiayaan bermasalah merupakan salah satu langkah/kebijakan lembaga 
keuangan syariah sebagai bentuk manajemen risiko pembiayaan Murabahah. 
Karena dalam pembiayaan Murabahah terdapat berbagai risiko salah satunya 
yaitu pembiayaan bermasalah, sehingga restrukturisasi merupakan salah satu 
pengelolaan risiko yang dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah yang dapat 
mengakibatkan kerugian bagi pihak lembaga keuangan syariah. (Faisal, 2011) 
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2.2Hasil Penelitian yang Relevan 
Penelitian skripsi ini tidak lepas dari tinjauan penelitian yang relevan. 
Penelitian yang penulis lakukan merujuk pada penelitian terdahulu yang berkaitan 
dengan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah antara lain : 
Tabel 2.1 
Penelitian yang relevan 
 
No Penulis Hasil Persamaan Perbedaan 
1 Peneliti: 
Hasanah, 
Puspitasari dan 
Farida 
Judul: 
“Risiko Akad 
Murabahah 
Serta 
Pengelolaan 
Risiko Akad 
Murabahah 
Pada BMT 
UGT Sidogiri 
Cabang 
Wongsorejo, 
Kabupaten 
Banyuwangi” 
Analisis: 
Kualitatif 
Deskriptif 
Risiko akad 
murabahah 
yang terkait 
dengan barang, 
nasabah dan 
pembayaran 
pada BMT-
UGT Sidogiri 
cabang 
Wongsorejo 
sangat rendah. 
BMT-UGT 
Sidogiri cabang 
Wongsorejo 
melakukan 
pengelolaan 
risiko yang 
terkait dengan 
pembayaran 
dengan cara 
mewajibkan 
debitur untuk 
membayar 
margin 
keuntungan 
yang ditentukan 
oleh BMT 
tanpa pokok 
pinjamannya 
setiap  bulan. 
Penelitian 
yang 
terdahulu 
dengan 
sekarang 
sama-sama 
menganilis 
Risiko 
Pembiayaan 
Murabahah 
dan 
Pengelolaan 
Risiko 
Murabahah 
 
 
Penelitian 
terdahulu dengan 
sekarang memiliki 
perbedaan pada 
objek yang diteliti, 
serta 
perbedaantambahan 
variabel 
Restrukturisasi 
2 Penulis: 
Zulfa M.S 
Tingkat risiko 
pada 
Sama-sama 
menggunakan 
Penelitian 
terdahulu dengan 
Tabel berlanjut… 
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Judul: 
“Analisisi 
Tentang 
Manajemen 
Risiko Dalam 
Operasional 
Pembiayaan  
Murabahah  di  
BMT Amanah 
Analisisi: 
 Kualitatif 
Deskriptif 
 
 
 
 
 
 
 
 
pembiayaan 
murāba’ah di 
BMT Amanah 
Kudus adalah 
tinggi, BMT 
Amanah 
membuat 
manajemen 
risiko dengan 
tiga langkah, 
yaitu : 1) 
Pengiriman 
surat peringatan 
atau teguran,  
2) Pinjaman 
bermasalah 
harus 
diselesaikan 
agar kerugian 
yang lebih 
besar dapat 
dihindari 
dengan cara 
berikut: 
Rescheduling, 
Reconditioning, 
Restructuring, 
Penyitaan 
Jaminan. 3) 
Manajemen 
risiko yang 
dilakukan 
adalah 
mengambil 
jalur hukum 
jika anggota 
tidak 
mengindahkan 
adanya 
pemberitahuan 
serta peringatan 
dalam 
pembayaran 
angsuran dalam 
pembiayaan 
murāba’ah,  
metode 
kualitatif 
dengan 
sumber data 
wawancara 
sebagai data 
primer serta 
sama- sama 
meneliti 
tentang 
Risiko akad 
murabahah 
dan 
Manajemen 
risiko akad 
murabahah  
 
 
sekarang memiliki 
perbedaan pada 
objek yang diteliti, 
serta perbedaan 
tambahan variabel 
Restrukturisasi 
pembiayaan 
bermasalah 
 
Tabel berlanjut… 
Lanjutan Tabel 2.1 
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3 Penulis: 
Faisal 
Judul: 
“Restrukturisasi 
Pembiayaan 
Murabahah 
dalam 
Mendukung 
Manajemen 
Risiko sebagai 
Implementasi 
Prudential 
Principle pada 
Bank Syariah di 
Indonesia.” 
Analisis : 
 Kualitatif 
Deskriptif 
Restrukturisasi 
pembiayaan 
murabahah 
dilakukan 
dengan 
menerapkan 
beberapa 
prinsip (tidak 
merugikan 
nasabah, 
prudential 
principle, 
pinsip syariah, 
prinsip dasar 
ekonomi Islam, 
prinsip akutansi 
syariah) 
sebagai bentuk 
kepatuhan bank 
terhadap 
manajemen 
risiko dalam 
implementasi 
prudential 
principle dan 
peraturan 
perundang-
undangan yang 
berlaku.jika 
tidak 
memperhatikan 
prinsip-prinsip 
diatas dalam 
melakukan 
restrukturisasi 
pembiayaan, 
maka bank 
dianggap tidak 
menerapkan 
prudential 
principle   
Sama-sama 
menggunakan 
metode 
kualitatif serta 
sama-sama 
meneliti risiko 
yang terjadi 
pada 
pembiayaan 
murabahah dan 
Manajemen 
risiko 
pembiayaan 
muurabahah 
 
Penelitian 
terdahulu 
dengan 
sekarang 
memiliki 
perbedaan pada 
objek yang 
diteliti, serta 
perbedaan 
tambahan 
variabel yaitu 
prudential 
principle. 
 
Lanjutan Tabel 2.1 
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4 Penulis: 
Trianti K. 
Judul: 
Manajemen 
Risiko 
Pembiayaan 
Mudharabah 
dengan Studi 
Kasus Studi 
Kasus Bank 
Muamalat 
Indonesia 
Cabang Malang 
Analisis: 
Kualitatif 
Deskriptif 
 
Mitigasi risiko 
pembiayaan  
mudharabah 
terbagi menjadi 
dua yaitu pra 
akad dan pasca 
akad. Mitigasi 
risiko pra akad 
dilakukan 
dengan 
mematuhi 
Standard 
Operational 
Procedure yang 
ditentukan 
internal 
perusahaan, 
melakukan 
seleksi terhadap 
calon 
mudharib, 
melakukan 
analisa 
kelayakan 
usaha calon 
mudharib, dan 
melakukan 
screening 
terhadap calon 
mudharib 
berkaitan 
dengan 
pengelolaan 
dan 
pengembalian 
dana 
mudharabah. 
Sedangkan 
mitigasi risiko 
pasca akad 
dilakukan 
dengan 
memonitoring 
secara berkala 
terhadap usaha 
mudharib yang 
Sama-sama 
menggunakan 
metode 
kualitatif serta 
sama-sama 
meneliti risiko 
dan manajemen 
risiko 
pembiayaan. 
 
 
Penelitian 
terdahulu dengan 
sekarang memiliki 
perbedaan pada 
objek yang diteliti, 
serta perbedaan 
akad pembiayaan 
yang digunakan 
yaitu mudharabah 
dengan 
murabahah, serta 
restrukturisasi . 
 
Tabel berlanjut… 
Lanjutan Tabel 2.1 
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didapat melalui 
penyetoran 
laporan hasil 
usaha dari 
mudharib. 
Risiko dari 
faktor internal 
cocok 
menggunakan 
mitigasi risiko 
pra akad. 
Sedangkan 
risiko dari 
faktor eksternal 
cocok 
menggunakan 
mitigasi risiko 
pra akad dan 
pasca akad. 
 
 
Lanjutan Tabel 2.1 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Desain Penelitian 
Desain penelitian ini merupakan penelitian yang bertipe field reseach 
(penelitian lapangan) dengan menjadikan data lapangan sebagai acuan utama. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti memfokuskan pada manajemen 
risiko pembiayaan murabahah bermasalah pada BMT Hira KC Tanon. 
Metode kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami 
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 
presepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan dengan cara 
deskripsi dalam bentuk kata-kaa dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Meleong, 2007:6) 
Dalam kegiatan penelitian ini, peneliti akan mengambil data dari informan 
dan pihak-pihak terkait yang bisa memberikan penjelasan yang valid tentang 
manajemen risiko pembiayaan murabahah bermasalah. Kemudian dilakukan 
penjabaran oleh peneliti agar penelitian ini mudah dimengerti oleh pembaca. 
 
3.2 Subyek Penelitian 
Subjek penelitian dalam skripsi ini yaitu pihak internal BMT Hira 
khususnya Manajer Kanto Cabang dan marketing financing yang secara langsung 
berhadapan pada manajerial  pembiayaan mudharabah serta anggota. Anggota 
yang diwawancarai berjumlah lima orang yang mewakili dari pembiayaan lancar 
dan pembiayaan bermasalah. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 
 Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 
Data primer berasal dari observsi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data 
sekunder dalam penelitian ini data yang berasal dari buku-buku, junal, riset 
penelitian dan dokumen lainya yang secara tidak langsung berkaitan dengan 
penulisan. 
Menurut Lofland (dalam Moleong, 2007 : 157) sumber utama dalam 
penelitian kualitatif yaitu kata-kata dan tindakan, selebihnya bersumber dari data 
tambahan seperti jurnal dan dokumen lainya. 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diambil dari sumber data pertama di lapangan. Data 
primer didapat dengan melakukan kegiatan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi di lapangan. Maka dari itu dalam pengumpulan data penulis 
mengadakan pengamatan dan peninjauan langsung di BMT Hira Kc Tanon, 
Sragen. 
Menurut Goetz & Le Compte dalam kutipan Sutopo(2006) menyatakan 
bahwa strategi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dikelompokan 
pada dua cara, yaitu metode pengumpulan data yang bersifat interaktif dan non 
interaktif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode interaktif 
yaitu meliputi : wawancara, observasi serta dokumentasi. 
a. Observasi 
Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang 
berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambar. Observasi 
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yang dilakukan ini adalah observasi partisipasi pasif. Menurut Sugiono (2010 : 
405) partisipasi pasif yaitu peneliti datang langsung ketempat kegiatan orang yang 
diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.  
b. Wawancara 
Kegiatan wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan melalui 
wawancara semi-terstruktur. Menurut Sugiono (2004 : 413) jenis wawancara 
semi-terstruktur sudah termasuk dalam kategori indept interview, dimana dalam 
pelaksanaanya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. 
Wawancara dilakukan dengan manajer, marketing financing serta perwakilan 
anggota yang berjumlah lima orang .  
c. Dokumentasi 
 Dalam penelitian ini metode dokumentasi dikumpulkan dalam bentuk 
catatan-catatan yang berhubungan dengan struktur organisasi BMT Hira, 
manajemen risiko pembiaaan murabahah bermasalah, dokumentasi berupa foto 
saat wawancara, rekaman hasil wawancara dan lain sebagainya. 
2. Data Sekunder  
Adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 
melalui media perantara( diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Berupa bukti, 
catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) 
yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan (Nur dkk, 2002:147). Sumber data 
sekunder adalah data yang diperoleh dari akad akad pembiayaan murabahah, dan 
formulir pembiayaan di KSPPS BMT HIRA Tanon. 
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3.4 Teknik Analisis Data  
Analisis data yaitu proses mencari serta menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan 
cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, pola, memilih mana yang penting 
dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 
oleh diri sediri maupun orang lain (Sugiono, 2010 : 248) 
Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat induktif 
yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan 
pola hubungan tertentu.  Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak 
sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai dari 
lapangan. (Sugiono, 2010 : 428) 
 
3.4.1 Reduksi Data 
Data yang diperoleh dari penelitian di lapangan pastinya cukup banyak, 
maka dari itu perlu dicatat secara terperinci dan teliti. Mereduksi data berarti 
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal penting, 
mencari tema dan membuang data yang dianggap tidak perlu untuk dicantumkan. 
(Sugiono, 2010 : 431) 
Data yang telah diperoleh peneliti dari observasi dan wawancara yang 
dilakukan dibuat dalam bentuk catatan lapangan dengan dukungan ata primer 
lainya, kemudian data yang terkumpul di reduksi dengan cara memfokuskan pada 
hal-hal penting terkait manajemen risiko pembiayaan murabahah bermasalah. 
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Dalam hal ini peneliti memilih informasi yang penting yaitu wawancara 
dengan para informan yang telah dipilih dan berbagai data dari BMT HIRA Tanon 
meliputi perkembangan NPF, formulir pembiayaan dan akad pembiayaan. 
 
3.4.2 Data Display 
Penyaji data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 
antar kategori, flowchart, dan lain sebagainya (Sugiono, 2010 : 434). Penyajian 
data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yaitu peneliti 
berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-
data, menganalisis dan menginterpretasikanya. Sajian data ini mengacu pada 
rumusan masalahyang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga 
narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang terperinci untuk 
menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada. 
 
3.4.3 Penarikan Data/Verifikasi 
Peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data, kemudian mencari 
pola serta perssmaan hal-hal yang sering muncul selanjutnya data dibuat suatu 
kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisa beberapa data 
yang bersifat khusus untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum. 
 
3.5 Validitas dan Reabilitas 
Validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil 
penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. Reliabilitas kualitatif 
merupakan indikasi terhadap pendekatan yang digunakan oleh peneliti konsistensi 
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jika diterapkan oleh peneliti-peneliti lain dan untuk proyek-proyek yang berbeda 
(John, 2015 : 285) 
Pengujian keabsahan data dalam penelitian kulitatif salah satunya dilihat 
dari aspek nilai kebenaran dengan melakukan uji kredibilitas. Uji kredibilitas data 
atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan 
dengan trianggulasi. Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai 
pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. (Sugiono, 
2010:464) 
1. Trianggulasi Sumber 
Trianggulasi sumber untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara 
mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 
2. Trianggulasi Teknik 
Trianggulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 
mengecek data kepada sumberyang sama dengan teknik yng berbeda, 
3. Trianggulasi Waktu 
Pengujian ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan   
wawancara,observasi, atau teknik lain dalam waktu atau ituasi yang berbeda. 
Penelitian ini menggunakan trianggulasi teknik dan waktu. Dalam 
trianggulasi teknik, data yang diperoleh dengan wawancara kemudian dicek 
dengan observasi dan dokumentasi. Jika dengan tiga tehnik pengujian kredibilitas 
data tersebut menghasilkan data yang yang berbeda-beda, maka peneliti 
melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang 
lebih paham, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Ada 
kemungkinan semua data benar karena sudut pandangnya berbeda-beda. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum 
4.1.1 Profil BMT HIRA 
1. Identitas Lembaga  
Nama  : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah HIRA 
Berdiri  : Tanggal 03 November 1996  
Badan Hukum : 030.a/BH/PAD/KWK.11.026/III/2016 Tanggal 21 Maret 2016 
TDUP  : 72/11.14.TDUP/111/1999 
TDP Kop : 11.14.26400132  
SIUP   : 517/804/29/2011 
NPWP  : 1.881.426.9-529 
Alamat  : Jalan Raya Gabugan – Gemolong Km. 0,2. Pantirejo. Desa 
Gabugan, Kec. Tanon, Kab.Sragen, Propinsi Jawa Tengah. Kode 
Pos 57277 
Telp : 0271 5890987 / 0271892795 
e-mail : bmt_hira@yahoo.co.id 
 admin@bmthira.com 
2. Visi dan Misi BMT Hira 
Dalam rangka melanjutkan keberlangsungan operasi BMT serta untuk 
mengatasi permasalahan dan tantangan yang di hadapi BMT di masa depan, maka 
 
48 
 
dirumuskan visi dan misi BMT sebagai gambaran cita cita, serta harapan yang 
ingin diwujudkan. 
3. Motto : 
“Mitra Tepat Bermuamalat” 
4. Visi : 
“Menjadi Lembaga Keuangan Syari’ah Terbaik dalam Maslahat dan 
Manfaat serta terpercaya dalam muamalah sebagai upaya peningkatan 
kesejahteraan ummat” 
5. Misi : 
a. Menjalankan usaha produktif dengan komitmen layanan prima dalam 
kemitraan yang adil dan amanah sesuai prinsip syari’ah. 
b. Menyediakan dan melayani produk dan layanan jasa keuangan syari’ah 
berlandaskan tekhnologi informasi secara efektif dan efisien. 
c. Membangun sumber daya manusia yang mampu memadukan kecerdasan 
untelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. 
d. Menjadi lembaga intermediasi sumbe daya keuangan dengan sumber daya 
manusia dalam kerangka membangun masyarakat madani. 
e. Melayani secara professional dengan penuh dedikasi, intregitas dan marhamah. 
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4.1.2 Struktur pengelola 
Gambar 4.1 
Struktur Pengelola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
1. RAT (Rapat Akhir Tahunan) merupakan agenda rapat tahunan yang 
diadakan suatu koperasi yang nanti akan dipaparkan pertanggungjawaban 
pengurus koperasi selama satu tahun kepada anggota koperasi yang 
bersangkutan. 
RAT 
PENGURUS 
PENGAWAS 
MENAJEMEN 
PENGAWAS 
SYARI’AH 
PENGELOLA 
MANAJER 
MANAJER 
KASIR Dan 
CS 
Pendanaan Pembiayaan 
Sekurity/ 
Driver 
ANGGOTA 
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2. Pengawas Manajemen bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap 
kinerja dari manajemen koperasi baik dari segi operasional maupun bisnis 
agar kinerjanya sesuai dengan visi, misi, SOP dan target yang sudah 
ditentukan. 
3. Pengawas Syariah bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap 
operasional maupun bisnis koperasi tersebut agar sesuai dengan ketentuan 
syariah yang sudah ditetapkan. 
4. Manajemen bertugas untuk memberikan pengawasan terhadap masing-
masing sifatnya agar bekerja sesuai dengan jobdesknya masing-masing 
dan mampu memberikan kebijakan dalam setiap permasalahan yang 
sedang dihadapi oleh BMT tersebut. 
5. Kasir dan Cs bertugas untuk memberikan pelayanan terhadap nasabah 
BMT dibagian frontlinerseperti dalam hal tarikdan setor tunai,serta 
pelayanan nasabah di kantor. 
6. Pendanaan bertugas untuk menghimpun dana di BMT tersebut, seperti 
menawarkan produk deposito maupun tabungan. 
7. Pembiayaan bertugas untuk menginformasikan produk kredit tersebut 
kepada para calon nasabah, seperti produk murabahah, mudharabah, ijarah 
dan pembiayaan lainya. 
8. Anggota merupakan para penanam modal ataupun yang memiliki dan 
sekaligus pengguna jasa koperasi. 
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4.1.3 Alamat BMT HIRA  
Alamat Kantor Pusat 
Jalan Raya Gabugan – Gemolong Km. 0,2. Pantirejo, Desa Gabugan, Kec. Tanon, 
Kab. Sragen, PropinsiJawaTengah. Kode Pos 57277 
Telp : 0271 5890987 / 0271892795 
e-mail : bmt_hira@yahoo.co.id 
Alamat Kantor Cabang 
1. Gondang, Kios Perhutani no. 4-5, Gondang, Telp. 0271 7889965 
2. Tangen Jl. Tangen – Sragen Km.0,5 Tangen, Telp. 0271 5875931 
3. Sambungmacan Jl. Raya Timur, Km 15, Banaran , Telp. 0271 2360082 
4. Miri, Pertigaan Seneng, Girimargo, Miri, Telp. 08510360092 
5. Sumber Lawang Jl. Solo – Purwodadi Km. 29, Sumber Lawang, 0271 2360098 
6. Masaran Jl. Jiparan – Nguwer Km.0,1 Masaran, 0271 5866053 
7. Gemolong, Kios Pasar No.38 Gemolong, Telp 0271 6811996 
8. Karang Malang Jl. Sragen – Kedawung Km.3, Karang Malang, Telp 0271 
791926 
9. Sragen Jl. Kartini No.24 Mojosari, Sragen, Telp. 0271 890876 
10. Sidoharjo Jl. Pungkruk – Gabungan Km.3 Tarakam, Telp 0271 892795 
11. Plupuh Jl. Plupuh – Mojosongo Km.0,5 Telp. 0271 2002410 
12. Sukodono Jl. Pojok – Tanon Km.05 Telp. 0271 5877668 
13. Tanon Jl. Gabugan – Gemplong Km.0,2 Telp. 0271 5890987 
 
4.1.4 Produk dan Jasa yang ditawarkan 
Produk dan Jasa yang ditawarkan di BMT Hira antara lain : 
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1. Simpanan 
a. Sirela (Simpanan Sukarela) 
Simpanan yang penyetoran dan penarikanya dapat dilakukan setiap saat 
selama jam buka BMT. Manfaat : Aman dan barakah, Bonus yang kompetitif, 
Mudah dalam aplikasi, Mudah dalam mrnyalurkan zakat, infaq dan sadaqah. 
Ketentuan : Berdasarkan prinsip dengan akad Wadiah Yad Dhamanah, Minimal 
setoran awal Rp. 20.000,-, Minimal setoran berikutnya Rp. 5.000,-, Saldo minimal 
Rp. 10.000,-, Biaya tutup rekening Rp. 5.000,-, Persyaratan : Kartu identitas 
(KTP/SIM). 
b. Siska 
Simpanan untuk investasi dengan jangka waktu tertentu yang dikelola dengan 
sistem syariah.Manfaat : Aman, Bagi hasil yang kompetitif, Dapat digunakan 
sebagai jaminan pembiayaan. Ketentuan : Berdasarkan prinsip syariah dengan 
akad Mudharabah Muthlaqah, Pilihan jangka waktu : 3 bulan, 12 bulan, 24 bulan, 
Setoran investasi minimal Rp. 1.000.000,-, Dapat dicairkan pada saat jatuh tempo, 
Bebas biaya materi. 
c. Simerdeka 
Simpanan investasi untuk merencanakan masa depan dengan jangka waktu 
tertentu yang di kelola dengan system syariah. Ketentuan : Berdasarkan prinsip 
syariah dengan akad Mudharabah Muthlaqah, Peroide simpanan 5 s.d 20 tahun, 
setoran bulanan minimal Rp. 25.000,-, Tidak dapat menerima setoran diluar 
setoran bulanan, Jumlah setoran bulanan dan Periode jangka waktu simpanan, 
tidak dapat diubah, Saldo simpanan tidak bias ditarik sebelum jatuh tempo. 
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2. Pembiayaan 
BMT Hira memberikan pembiayaan dalam bentuk : 
a. Pembiayaan modal kerja seperti  membeli barang dagangan, bahan baku, dan 
barang modal kerja lainnya. 
b. Pembiayaan investasi seperti untuk membeli mesin, alat-alat, sarana 
transportasi, sewa tempat usaha lainnya. 
c. Pembiayaan konsumtif seperti mambangun atau memperbaiki rumah, membeli 
alat-alat elektronik dan lainnya. 
Adapun akad-akad pembiayaan yang digunakan oleh BMT hira adalah : 
a. Mudharabah 
Secara terminologi, istilah mudharabah adalah sebuah prinsip dimana 
pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pekerja adar berniaga dengan harta 
tersebut, dimana keuntungan dapat dibagi di anatara kedua pihak yang terlibat 
sesuai presentase yang telah disepakati sebelumnya. 
Sekarang prinsipmudharabah dapat diimplementasikan dalam lembaga-
lembaga ekonomi dan keuangan syari’ah kontemporer.Hampir  semua lembaga 
keuangan syari’ah kontemporer juga menggunakan prinsip ini sebagai salah satu 
prinsip operasional yakni prinsip Margin. 
Di BMT, prinsip mudharabah ini di gunakan sebagai salah satu prinsip 
operasional. Secara operasional, prinsip mudharabah di BMT syari’ah diartikan 
sebagai perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal dan pengusaha 
(mudharib) dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan dana dan pihak 
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pengusaha memutar modal dengan dasar Margin keuntungan. Dengan untung rugi 
yang di bagi bersama. 
b. Murabahah (Jual Beli) 
Murabahah adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual 
beli, dimana pihak BMT membiayai (membelikan) kebutuhan barang/ investasi 
anggota dan menjual kembali kepada anggota di tambah dengan keuntungan yang 
disepakati.Pembayaran  dari anggota dilakukan denga cara angsur dalam jangka 
waktu yang telah di tentukan. 
Pada perjanjian murabahah, BMT membiayai pembelian jarang yang 
dibuthkan oleh anggotanya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan 
kemudian menjualnya kepada anggota dengan harga yang ditambah keuntungan. 
Dengan kata lain, penjualan barang kepada anggota dilakukan atas dasar cost-plus 
profit. 
c. Al-Ijarah (Sewa) 
Pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah 
sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.Dalam praktiknya kegiatan 
ini dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk kegiatan operating lease 
maupun financial lease.Dalam konteks lembaga keuangan syariah, ijarah adalah 
lease contract dimana satu lembaga keuangan menyewakan peralatan kepada 
salah satu anggotanya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan. 
d. Hiwalah 
Hiwalah merupakan pengalihan dari orang yang berutang kepada orang lain 
yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau 
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hak dari satu orang kepada orang lain. Dalam istilah ulama, hiwalahadalah 
pemindahan beban hutang dari muhil (orang yang berhutang) menjadi tanggungan 
muhal ‘alaih (orang yang berkewajiban membayar hutang). 
4.2. Hasil penelitian 
4.2.1. Prosedur pembiayaan Murabahah di BMT Hira Tanon 
Prosedur adalah rangkaian tata pelaksanaan kerja yang diatur secara 
berurutan, sehingga terbentuk urutan kerja secara bertahap dalam menyelesaikan 
suatu pekerjaan. Menurut wawancara dengan Ibu Umi Purwandarim, A.Md 
(ManajerCabang) dan Ibu Efi (Marketing Financing) prosedur pembiayaan 
Murabahah di BMT HIRA Tanon yaitu sebagai berikut :  
Gambar 4.2 
Prosedur Pembiayaan Murabahah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menjadi anggota/nasabah BMT 
Melengkapi seluruh persyaratan 
Mengajukan permohonan 
Mempunyai penghasilan 
Memiliki karakter yang baik 
Survey 
Komite pembiayaan 
Pencairan dana 
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 Sumber : BMT HIRA 
 Keterangan : 
1. Prosedur pembiayaan di BMT HIRA Tanon khususnya pembiayaan 
Murabahah yaitu, calon anggota dating langsung ke BMT dengan membawa 
seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh BMT HIRA tersebut, yaitu: 
a. Menjadi anggota BMT 
Sebelum mengajukan permohonan pembiayaan Murahabah, calon anggota di 
haruskan untuk menjadi anggota BMT HIRA.Hal ini bertujuan untuk 
mempermudah pihak BMT maupun anggota pada saat melakukan pembayaran 
atau angsuran pembiayaan. 
b. Fotocopy KTP Suami dan Istri 
Fotocopy KTP Suami dan Istri yaitu sebagai penjelasan identitas dan status. 
Karena pada saat menjadi anggota BMT, data di BMT harus sama dengan data 
yang ada di KTP, sehingga KTP merupakan syarat yang harus ada pada saat 
mengajukan pembiayaan di BMT HIRA. 
c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atau surat nikah 
Pada dasarnya kegunaan KK hampir sama dengan KTP, yakni memperjelas 
identitas atau data diri. Namun, dalam KK tercantum seluruh data yang ada 
dalam KTP, sehingga KK dibutuhkan untuk lebih memperkuat data yang ada 
dalam KTP. 
d. Rekening Listrik atau PDAM bulan terakhir. 
e. Slip gaji terakhir (untuk pegawai atau karyawan) 
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Slip gaji menjadi syarat bagi seorang pegawai atau karyawan, dengan 
menunjukkan slip gaji bulan terakhir, maka pihak BMT akan dapat melihat 
kemampuan (capacity) anggota dalam mengangsur pembiayaan setiap 
bulannya. Sedangkan untuk anggota yang bukan pegawai atau karyawan, 
cukup menunjukkan data usahanya. 
f. Fotocopy surat jaminan (BPKB atau Sertifikat Tanah) 
Fotocopy surat jaminan bertujuan untuk mengetahui jaminan seperti apa yang 
akan dijadikan angsuran di BMT. Untuk sertifikat tanah harus jelas 
kepemilikan tanahnya dan tanah sedang tidak dalam sengketa. Sedangkan 
untuk BPKB nomor mesin dan nomor rangka harus sesuai dengan kendaraan 
yang akan dijadikan angsuran. 
2. Mengajukan permohonan pembiayaan Murabahah 
Anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan murabahah yang 
didalamnya mencakup data pemohon, rencana penggunaan dana pembiayaan, data 
keuangan (untuk karyawan dan pegawai), data usaha, dan kolom referensi. 
3. Mempunyai penghasilan 
Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan jual beli maka anggota 
pembiayaan Murabahah di BMT HIRA harus mempunyai penghasilan, dengan 
mempunyai penghasilan anggota akan dapat mengangsur atau melunasi 
pembiayaan yang diajukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan diawal 
perjanjian. 
4. Memilik karakter yang baik 
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Karakter merupakan penilaian yang paling berpengaruh dalam pemberian 
pembiayaan Murabahah, sehingga anggota harus memiliki karakter yang baik 
untuk memperoleh pembiayaan Murabahah di BMT HIRA. Semakin baik karakter 
anggota, maka kemungkinan pembiayaan masalah akan semakin kecil, dan begitu 
juga sebaliknya apabila karakter anggota kurang baik, maka kemungkinan 
pembiayaan bermasalah atau macet atau akan semakin besar. 
5. Survey 
Survey adalah salah satu prosedur pembiayaann Murabahah, dimana pihak 
BMT khusunya bagian Marketing Financinf melakukan pendekatan pada anggota 
dengan cara mengunjungi rumah anggota untuk melakukan wawancara. Hal ini 
bertujuan untuk mengetahui karakter, pekerjaan, lingkungan, dan latar belakang 
anggota. Terkadang pihak BMT mendatangi kantor tempat calon anggota bekerja 
(karyawan atau pegawai) untuk mengetahui karakter dan latar belakang anggota. 
6. Komite Pembiayaan 
Sebelum anggota memperoleh pembiayaan Murabahah di BMT, pihak 
BMT harus memperoleh persetujuan dari komite pembiayaan yang ada di pusat. 
7. Pencairan dana 
Seluruh persyaratn sudah terpenuhi oleh anggota, maka pihak BMT dapat 
mencairkan dana pembiayaan. Pada BMT HIRA biasanya tidak hanya 
menggunakan akad Murabahah, yakni dapat juga menggunakan akad Wakalah 
terlebih dahulu.Terjadi akad Wakalah apabila pihak BMT tidak dapat membelikan 
barang yang dibutuhkan oleh anggota, sehingga pihak BMT harus mewakilkan 
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kepada anggota untuk membelikan sendiri dan harus menyerahkan nota pembelian 
barang tersebut ke BMT. 
Dari hasil wawancara dengan kesepuluh anggota pembiayaan dari bulan 
oktober sampai November tersebut diperoleh hasil bahwa mereka sependapat 
dengan apa yang telah disampaikan oleh BMT HIRA Tanon yaitu prosedur dalam 
pemberian pembiayaan murabahah di KSPPS BMT HIRA Tanon. 
 
4.2.2 NPF pembiayaan BMT HIRA Tahun 2014 – 2016  
Tabel 4.1 
Perkembangan NPF pembiayaan BMT HIRA Tahun 2014 
Kolektibilitas Debitur Pembiayaan Porsi (%) 
Lancar 
Kurang Lancar 
Diragukan 
Macet 
1.862 
303 
322 
495 
Rp. 19.814.661.430 
Rp. 982.657.780 
Rp. 1.364.158.419 
Rp. 4.812.480.929 
73,4 % 
3,6 % 
5,2 % 
17,8 % 
Total 2.982 Rp. 26.973.960.572 100 % 
 
Pembiayaan Lancar = Rp. 19.814.661.430 
Outstanding  = Pembiayaan Lancar + Total NPF 
    = Rp. 19.814.661.430 + Rp. 7.159. 229.142 
    = Rp. 26.973.960.572 
NPF 2014  = Total NPFx 100% / Outstanding 
    = Rp. 7.159.299.142 x 100% / Rp. 26.973.960.572 
    = 26,6 % 
 Pada tahun 2014 NPF di BMT HIRA mencapai 26,6 % dengan jumlah 
pembiayaan macet sebesar Rp. 4.812.480.929 atau 17,8 %. Sehingga tingginya 
jumlah NPF mejadi perhatian khusus pihak internal BMT HIRA. 
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 Adapun penyebabnya menurut wawancara dengan Ibu Umi Purwandari 
adalah BMT HIRA memberikan dana pembiayaan kepada para petani daerah 
Tanon. Pada saat itu terjadi gagal panen di daerah tersebut karena cuaca buruk 
seperti angin yang mengakibatkan tanaman para ptani rusak sehingga terjadi gagal 
panen. 
Tabel 4.2 
Perkembangan NPF pembiayaan BMT HIRA Tahun 2015 
Kolektibilitas Debitur Pembiayaan Porsi (%) 
Lancar 
Kurang Lancar 
Diragukan 
Macet 
2.017 
347 
264 
582 
Rp. 22.995.231.390 
Rp. 1.391.799.683 
Rp. 774.296.970 
Rp. 5.943.188.123 
73,9 % 
4,5 % 
2,5 % 
19,1 % 
Total 3.210 Rp. 31.104.518.181 100 % 
 
Pembiayaan Lancar = Rp. 22.995.231.390 
Outstanding  =  Pembiayaan Lancar + Total NPF 
    = Rp. 22.995.231.390 + Rp. 8.109.286.791 
    = Rp. 31.104.518.181 
NPF    = Total NPF x 100% / Outstanding 
    = Rp. 8.109.286.791 x 100% / Rp.31.1104.518.181 
    = 26.1% 
 Pada tahun 2015 NPF mengalami penurunan sebesar 0,5% yaitu menjadi 
26,1%. Dengan hasil tersebut cukup bagus untuk kinerja BMT HIRA dalam 
meminimalisir pembiayaan bermasalah. 
 Menurut wawancara denga ibu Umi Purwandari salah satu faktor yag 
menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada tahun 2015 yaitu adany 
persaingan antara paa pedagang sehingga pendapatan yang diproleh lebih sedikit. 
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Selain itu terjadinya bencana alam seperti banjir pada sektor pertanian sehingga 
terjadinya gagal panen. Oleh karena itu, pembayaran pembiayaan menglami 
penurunan kemampuan membayar yang diakibatkan kecilnya pendapatan anggota. 
Tabel 4.3 
Perkembangan NPF pembiayaan BMT HIRA Tahun 2016 
Kolektibilitas Debitur Pembiayaan Porsi (%) 
Lancar 
Kurang Lancar 
Diragukan 
Macet 
2.018 
348 
268 
587 
Rp. 23.021.243.368 
Rp. 1.402.807.234 
Rp. 778.2264.708 
Rp. 6.994.12.799 
 
73,1% 
4,6% 
2,8% 
19,5% 
Total 3.221 Rp. 32.196.428.086 100 % 
 
Pembiayaan Lancar = Rp. 23.021.294.368 
Outstanding  = Pembiayaan Lancar + Total NPF 
    = Rp. 23.021.294.368 + Rp. 9.715.184.749 
    = Rp. 32.196.428.086 
NPF 2016  = Total NPF x 100% / Outstanding 
    = 28,5 % 
 Pada tahun 2016  NPF mengalami kenaikan sebesar 2,4 %. Hasil tersebut 
menjadikan pusat perhatian pihak BMT HIRA dalam mengelola risiko 
pembiayaan karena NPF satu tahun terakhir mengalaami kenaikan bukan 
penurunan. Pada tahun 2014 hingga 2015 nilai NPF mengalami penurunan yaitu 
dari angka 26,6 % menjadi 26,1 %. Namun pada tahun 2015 hingga tahun 2016 
nilai NPF mengalami kenaikan dari nilai 26,1 % mencapai 28,5%. Hal ini menjadi 
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permasalahan yang serius pihak BMT HIRA dalam mengeola resiko pembiayaan, 
sehingga dapat dikatakan kinerja yangg menurun dari pihak BMT HIRA. 
 Menurut wawancara dengan Ibu Umi dan Ibu Efi faktor yang menybabkan 
naiknya jumlah NPF pada tahun 2016 yaitu pperubahan harga yang tidak menentu 
dari pemerintah sehingga terjadinya kelangkaan bahan yang dapat menurunkan 
pendapatan para pedagang di pasar gabugan. Hal lain yang terjadi pada sektor 
pertanian yaitu naiknya harrga pupuk, haga obat, naiknya modal yang harus 
dikeluarkan para petani sehingg ketika waktu panen adanya tambahan biaya yang 
dikeluarkan untuk membayar jasa pemetik hasil panen juga tinggi. Harga jual 
hasil panen yang rendah tidak sesuai modal yang dikeluarkan sehingga para petani 
mengalami kerugian. 
 
4.2.3 Faktor penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah di BMT HIRA 
 Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemberian pembiayaa 
diperlukan adanya pertimbangan serta prinsip kehati-hatian agar kepercayaan 
yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga 
pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasaranya dan terjaminya 
pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktu sesuai dengan akad perjanjian. 
 Adanya masalah gagal bayar yang terjadi pada suatu pembiayaan merupakan 
suatu masalah serius yang dihadapi oleh BMT. Karena penghasilan utama BMT 
adalah bagi hasil dan margin yang dikenakan terhadap pembiayaan yang 
diberikan. Sumber dari dana yang diberikan oleh BMT sebagian adalah dana 
simpanan masyarakat yang dipercayakan kepada BMT untuk mengelola dana 
tersebut baik dalam bentuk giro, tabungan, maupun deposito. 
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 Pembiayaan yang disalurkanoleh BMT HIRA kepada anggottanya tidak 
terlepas dari pembiayaan bermasalah. hhal ini disebabkan oleh beberapa faktor. 
Menurut Manajer Cabang Ibu Umi dan Markettig Financing Ibu Efi ada beberapa 
faktor yang menjadi penyebab timbulnya pembiyaan bermasalah pada BMT 
HIRA, diantaranya adalah : 
1. Faktor Intern 
a. Petugas 
Faktor internal disebabkan oleh karakter maupun kemampuan petugas (Account 
Officer) yang kurang baikdalam menganalisa calon anggota yang akan menerima 
pembiayaan. Hal ini biasa terjadi karena adanya kedekatan atau hubungan 
kekerabatan antara calon anggota dengan petugas serta juga ketidak mampuan 
account officer menganalisis secara baik karakter usaha dan karakter anggota.  
b. Sistem 
Dalam hal ini, sistem dan prosedur penyaluran pembiayaan yang ada 
kalanya dilanggar sehingga memotong jalur prosedur yang telah dibuat. Faktor 
sistem juga berkaitan dengan monitoring yang kurang intensif dari account 
officer. Sehingga pembiayaan yang kurang lancar tidak terdeteksi sejak dini. 
 Pihak manajemen BMT HIRA menekan para petugas untuk mengantisipasi 
adanya pembiayaan beermasalah , dengan melakukan training setiap bulanya agar 
dapat lebih akurat dalam menganalisa pembiayaan. Selain itu, BMT HIRA 
menghimbau para petugas untuk tidak menerima imbalan apapun dari aaggota 
yang dapat menciptakan kedekatan hubungan antaraa petugas dn anggota. 
2. Faktor Eksternal 
a. Kondisi usaha anggota yang menurun atau mengalami kerugian . 
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b. Adanya i’tikad yang kurang baik dari anggota dalam hal pemenuhan 
kewajibana kepada BMT HIRA walaupun uahanya lancar dan tidak 
mengalami kerugian. 
c. Anggota kurang mampu mengelola usaha yang ttelah dijalankanya. Pada saat 
pengajuan pembiayaan anggota merasa optmis dengan usaha yang aka 
dijalankanya namun saat dana direalisasikan yang terjadi ketidaksamaan 
antara kerja yang diberikan dengan realitas dilapangan. 
d. Bencana alam. Pembiayaan bermasalah yang timbul akibat adanya bencana 
alam seperti bangkrutnya usaha anggota yang timbul akibat banjir, angin, dan 
serangan hama. Sehingga berdampak kerugian pada usaha yang dikelola oleh 
anggota dan berkibat menurunya kemampuan anggota dalam memenuhi 
kewajibanya kepada BMT HIRA. 
 Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak 
Suparli dan Bapak Subakir pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 diperoleh hasil 
mereka mengalami musibah ditengah berlangsungnya perjanjian pembiayaan, 
musibah yang menimpa Bapak Suparli yaitu karamba yaang sedang beliau kelola 
mengalami kerusakan akibat angin kencang. Sedangkan Bapak Subakir mendapat 
musibah dengan masalah usaha ternak bebek yang beliau kelola mengalami 
kerugian akibat terserang wabah penyakit. Akan tetapi mreka tetap beruaha 
melunasi kewajibanya kepada KSPPS BMT HIRA. 
 Dari hasil observasi yang dilaukan peneliti dengan informan anggota 
pembiayaan yang bernama Bapak Ngatimin pada hari senin tanggal 24 Juli 2017 
bahwa pada awal proses pengajuan pembiayaan murabahah untuk pembelian 
65 
 
sepeda motor dibantu oleh salah satu kerabatnya yag bekerja di BMT HIRA 
sehingga segala prosesnya dipercepat karena adanya kedekatan dan keakraban 
antara anggota dan petugas yang tidak disebutkan namanya. 
 Selanjutnya menurut observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti 
dengan informan anggota pembiayaan yang bernama Ibu Jariyanti pada hari rabu 
tannggal 02 Agustus 2017 mengatakn bahwa ketika pengajuan pembiayaan utuk 
modal kerja menambah modal, petugas yang mengunjunginya yaitu teman karib 
yang betugas di BMT HIRA. 
 Kunjungan yang dilakukan pihak BMT hanya utuk formalitas saja sebgai 
salah satu bentuk silaturahmi karena toko gerabat tidak terlalu jauh dari pusat 
pasar gabugan yang lebih memiliki harga lebih murah dan lebih lengkap. Jika 
kunjungan tidak hanya formalitas semta maka pihak BMT akan menimbangkan 
ulang mengingat prspek usaha yang kurang meyakinkan dan pada akhirnya yang 
terjadi toko Ibu Jariyanti kurang diminati oleh pembeli karena tidak jauh dari toko 
tersebut terdapat pusat perekonomian yaitu pasar gabugan yang lebih lengkap. 
 Berikutnya peneliti menemukn hasil tentang i’tikad anggota pembiayaan 
yakni melalui observasi dan wawancara dengan Bapak Suraji pada hari minggu 
tanggal 30 Juli 2017. Bapak Suraji sering lupa dalam pembayaran angsuran 
pembiayaan dan terkadng enggan untuk pergi ke BMT guna memenuhi 
kewajibanya yang menyebabkan adanya tunggakan angsuran. Dapat dikatakan 
bahwa kurangnya rasa tanggung jawab  dalam pembayaran angsuran kepada 
BMT padahal Bapak Suraji tidak mengalami permasalahan keuangan dalam 
rumah tangganya. 
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4.2.4 Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah di BMT HIRA 
Beberapa langkah yang dilakukan oleh BMT HIRA dalam memanajemen risiko 
pembiayaan murabahah bermasalah terdiri dari tahapan-tahapan, diantaranya 
adalah: 
1. Pihak BMT HIRA akan melakukan prosedur pembiayaan murabahah dengan 
baik dan benar guna meminimalisisr risiko yang terjadi, meliputi: 
a. Pengajuan, tahap awal dimana para calon anggota mengajukan pembiayaan. 
b. Surve, ahap dimana pihak BMT melakukan kunjungan baik kunjungan rumah 
calon anggota atau tempat usaha maupun jaminan. 
c. Analisa, setelah melakukan survey pihak BMT HIRA melakukan analisa 
kepada calon anggota. Analisa yang digunakan adalh analisa 5C (Character, 
Capacity, Capital, Collateral, Condition) 
d. Komite. Setelah melakukan analisa 5C maka pihak BMT HIRA melakukan  
rapat komite untuk mengambil keputusan atau mendapat informasi mengenai 
pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota di cairkan atu tidak. 
e. Pembelian barang. Setelah diambil keputusan mengenai pembiayaan yang 
diajukan oleh calon anggota maka pihak BMT akan membelikan barang sesuai 
dengan kebutuhan anggotanya. 
f. Pengakadan. Pada tahap ini pengakadan murabahah dilakukan antara pihak 
BMT dengan anggota dengan menandatangi akad yang telah disepakati. 
2. Pihak BMT HIRA melakukan analisa kepada calon anggota yang akan 
menerima pembiayaan. Analisa tersebut meliputi 5C yaitu: 
a. Character yaitu (Penilaian terhadap karakter) merupakan data tentang 
kepribadian dari calon debitur seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-
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kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun 
hobinya. Contohnya pihak analis menilai dengan cara menyocokan antara data 
diri di berkas pengajuan seperti KTP, KK dan biodata lainya dengan hasil 
wawancara apakah sesuai atau tidak.  
b. Capacity yaitu Penilaian terhadap kemampuan nasabah bertujuan untuk 
mengukur kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya. Contohnya 
dengan melihat riwayat atau histori pinjaman sebelumnya di BMT Hira atau 
dari pembayaran tagihan listrik yang dapat di cek di rekening listrik (karena 
tagihan listrik dapat mempresentasikan gaya hidup orang tersebut dengan 
kemampuan bayarnya, apakah terjadi kolektibilitas lancar ataupun tidak). 
c. Capital yaitu Penilaian terhadap modal perusahaan bertujuan untuk 
mengetahui kemampuan nasabah atau perusahaan milik nasabah dalam 
menanggung beban pembiayaan yang dibutuhkan. Contohnya dengan melihat 
laporan keuangan yang dibuat oleh calon anggota, dari laporan tersebut nanti 
bisa diketahui berapa besar modal yang saat ini dimiliki calon nasabah. 
d. Collateral yaitu Penilaian terhadap agunan kredit. Contohnya dengan menilai 
harga jual pasar agunan dari kredit tersebut. Misalkan dari nilai jual  agunan 
tersebut seharga Rp. 100.000.000,  maka untuk plafon pengajuan pun harus 
dibawah nilai harga agunan tersebut. 
e.  Condition yaitu Kredit yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi 
ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Contohnya dapat 
dinilai berdasarkan kondisi harga jual kebutuhan barang pokok sekarang, 
karena dari situ nanti akan dapat diketahui juga daya beli nasabah dalam 
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mencukupi kebutuhan pokok kemudian apakah cukup nantinya dari sisa 
pendapatan itu untuk membayar angsuran, kemudian dilihat dari margin yang 
ditetapkan oleh pihak BMT atau margin yang ditetapkan oleh kompetitor lain 
karena dari situ nanti bisa juga untuk menentukan kebijakan beberapa besar 
margin yang bisa diberikan pihak BMT kepada calon anggota. 
3. Pihak BMT HIRA akan menguji kelayakan para calon anggota penerima 
pembiyaan dengan melihat hasil survey dan analisanya kemudian  disesuaikan 
dengan jumlah plafon dan jangka waktu yang diminta oleh pihak anggota. 
4. Pihak BMT HIRA menerima jaminan sebagai pengikat ketika anggota 
melakukan wanprestasi, jaminan yang sering diterima oleh BMT HIRA yaitu 
jaminan bergerak dan jaminan tidak bergerak. Biasanya pihak BMT HIRA 
menerima jaminan berupa Sertifikat Tanah, BPKB Kendaraan, Surat Nikah 
(untuk back-up), Surat kios pasar. 
5. Selain melakukan langkah-langkah diatas pihak BMT HIRA juga melakukan 
manajemen risiko pra akad seperti : cek dengan melibatkan notaris jika 
pembiayaan dengan nominal besar, melakukan ceklist data calon anggota, cek 
berkas calon anggota, penentuan pengiikatan jaminan. 
6. BMT HIRA memiliki kriteri pembiayaan Murabahah bermasalah yaitu 
pembiayaan yang memiliki 1 kali keterlambatan pembayaran angsuran 
mengingat risiko yang sering terjadi pada pembiayaan murabahah adalaah 
kemacetan/ keterlambtan angsuran. Adapun tahapan yang dilakukan pihak 
BMT HIRA untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah: 
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a. Melakukan pendekatan kepada anggota, hal ini dilakukan untuk mengetahui 
kondisi sebenarnya dari anggota. Membicarakan dengan baik penyebab dan 
solusi permasalahan angsuran pembiayaan. 
b. Penagihan secara intensif 
Merupakan penagihan secara intensif yang dilakukan BMT ke anggotanya. 
Pihak BMT menghubungi anggota dan menggunakan pendekatan persuasif 
atau secara kekeluargaan alam membicarakan masalah penyelesaian 
pembiayanya. 
1) Peringatan kepada anggota pembiayaan bermasalah sebanyak 3 kali. 
2) Pemanggilan dan melakukan diskusi kepada anggota terrkait dengan 
emiayaan bermasalah. 
3) Mendatangani rumah anggota tersebut. 
c. Teguran 
Hal ini dilakukan sebelum jatuh tempo (1 minggu) untk mengingatkan kepada 
para anggota bahwa pinjaman akan selesai. Secara garis besar, pemberian SP 
dilakukan berurutan dimna jenis SP1 berlaku setelah satu bulan setelah 1 
(satu) bulan setelah jatuh tempo. 
 Namun jika ddalam perjalanan tidak ada respn yang dilakukan kembali 
maka tingkatan SP dapt diberikan(jika sebelumnya SP1 maka diberikan SP2 
dengan tempo/jarak 1 bulan atas kesalahan yang dilakukan atau tidak ada 
respon dari anggota). 
 Setelah SP2 diberikan SP3 dengan temp/jarak juga 1 bulan atau surat 
peringatan terakhir dimana jika dalam masa waktu yang ditentukan untuk 
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melakukan upaya perubahan/ perbaikan untuk melunasi tetapi apabila tidak ad 
respon dari anggota, BMT memberi berita acara lelang jaminan kepada 
anggota. Namun hal itu hanya sebatas gertakan yang dilakukan oleh pihak 
BMT karena selama ini pihak BMT HIRA belum pernh melakukan lelang 
jaminan. Hal ini dilakukan hnya untuk memberi gertakan agar pihak anggota 
merasa takut dan melunasi tuggakanya. 
d. Reschedulling (Penjadwalan Ulang) 
1) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan 
BMT HIRA memberikan keringanan kepada anggota dalam hal jangka 
waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu dari satu tahun 
menjadi satu setengah tahun sehingga anggota mempunyai waktu yang 
lama untuk mengemblikanya, yang terjadi sekitar 6% dari presentasi NPF 
menurut wawancara dengan marketting finncing  Ibu Efi. 
2) Memperpanjang jangka waktu angsuran 
Jangka waktu pembiayaanya diperpanjang pembayaranya, misalkan dari 
56 kali menjadi 72 kali dengan ini maka jumlah angsuran pun menjadi 
mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. Yang terjadi 
sekitar 3% dari jumlah NPF menurut wwancara dengan marketting 
financing  Ibu Efi. 
e. Penghapusan hutang (writte off) 
Sekitar 2% dari presentasi jumlah NPF menurut wawancara dengan 
marketting financing BMT HIRA Ibu Efi, dengan nominal 1 juta sampai 5 juta 
dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BMT. Ketentuanya berupa: 
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1) Hapus sistem : usaha mengalami kemunduran atau bangkrut tetapi msih 
mampu untuk mencicil. 
2) Hapus sistem dan tagih : usaha bangkrut dn menjadi fakir miskin sehingga 
anggota tidak mampu utuk membayar dan anggota lari dari tanggugg 
jawab. 
 Dari hasil wawancara dan penjelasan yang diperoleh dari pihak KSPPS 
BMT HIRA Tanon mengenai usaha yang dilakukan dalam penanganan 
pembiayaan murabahah bermasalah, hal ini diperkuat dengan wawancara yang 
dilakukan peneliti kepada beberapa anggota pembiayaan murabahaah KSPPS 
BMT HIRA TANON. 
 Dari hasil wawancara kepada sepuluh anggota pembiayaan tersebut, 
diperoleh hasil bahwa benar usaha yang dilakukan KSPPS BMT HIRA Tanon 
sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada BMT HIRA. 
 Hasi wawancara dengan anggota pembiayaaan Bapak Sugiyono, Bapak 
Sariman dan Ibu Lasiyem pada hari kamis 3 Agustus 2017, Bapak Gini dan Ibu 
Lastri pada hari sabtu tanggal 5 Agustus 2017, diperoleh hasil walaupun kelima 
anggota pembiayaan tersebut tidak mengalami masalah angsuran tapi mereka 
mendapat penjelasan bahwa akan ada tindakan tersebut jika terjadi pembiayaan 
yang mulai bermasalah. 
 Hasil wawancara dengan Bapak Suparli dan Bapak Subakir pada hari 
Minggu tanggal 23 Juli 2017, Bapak Ngatimin pada hari senin tanggal 24 Juli 
2017, Ibu Jariyanti pada hari rabu tannggal 02 Agustus 2017, Bapak Suraji pada 
hari minggu tanggal 30 Juli 2017, diperoleh hasil bahwa mereka mendapat 
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teguran, perpanjangan waktu pembiayaan, dan pengihan secara intensif jika mulai 
terjadi penunggakan dalam pengangsuran. 
 
4.3 Pembahasan  
 Pembiayaan merupakan aktivitas BMT dalam menyalurkan dana kepada 
anggota atau masyarakat  berdasarkan prinsip syariah. pengawasan pembiayaan 
pada lembaga keuangan syariah  juga sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk 
mengamati, mengendalikan dana, meluruskan pelaksanaan pembiayaan, sehingga 
akan dapat diketahui apakah persyaratan pembiayaan sebagi landasan dari 
persetujuan pembiayaan. 
 Pada lembaga keuangan syariah murabahah merupakan suatu penjualan 
dengan harga barang terebut ditambah dengan keuntungan yang sudah disepakati, 
atau jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang 
telah disepakati antara penjual dan pembeli.  
 Pada pembiayaan murabahah di BMT terdapat unsur jaminan yang memiliki 
kedudukan penting, dimana jaminan merupakan suatu keharusan agar anggota 
serius dengan pembiyaanya. Adapun jaminan yang sering diterimaoleh BMT 
HIRA meliputi jaminan bergerak dan jaminan tak bergerak. 
 Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa dalam pembiayaan 
murabahah terdapat dua faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, 
adapun dua faaktor tesebut yaitu faktor eksternal dan fakor internal. 
 Pada faktor interal terdapat dua penyebab  Petugas disebabkan oleh karakter 
maupun kemampuan petugas (Account Officer) yang kurang baikdalam 
menganalisa calon anggota yang akan menerima pembiayaan. kedua adalah 
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Sistem, sistem dan prosedur penyaluran pembiayaan yang ada kalanya dilanggar 
sehingga memotong jalur prosedur yang telah dibuat.  
 Selanjutnnya adalah faktor eksternal yag dapat menyebabkan pembiayaan 
bermasalah, meliputi Kondisi usaha anggota yang menurun atau mengalami 
kerugian, adanya i’tikad yang kurang baik dari anggota dalam hal pemenuhan 
kewajibanya, anggota kurang mampu mengelola usaha yang telah dijalankanya 
serta terjadinya bencana alam seperti banjir, angin dan lain sebagainya. 
 Maka dari itu pihak BMT HIRA melakukan manajemen risiko untuk 
mengelola atau memperkecil kemungkinan kerugian yang tejadi. Adapun langkah 
yang diilakukan pihak BMT HIRA dalam manajemen risiko pembiayaan 
murabahah bermasalah yaitu manajemen risio pra akad dan manajemen risiko 
pasca akad. 
 Manajemen risiko pra akad yang dilakukan oleh pihak BMT HIRA antara 
lain sebagai berikut cek dengan melibatkan notaris jika pembiayaan dengan 
nominal besar, melakukan ceklist data calon anggota, cek berkas calon anggota, 
penentuan pengiikatan jaminan. 
 Adapun manajemen risiko yang dilakukan oleh pihak BMT HIRA setelah 
akad dilakukan antara lain melakukan control atau pendampingan usaha anggota 
pembiayaan. selain itu jika terjadi pembiayaan bermasalah maka pihak BMT 
melakukan beberapa kebijakan yang lebih serius seperti melakukan tagih jika 
terdapat tunggakan 1 kali keterlambatan pembayaran, memberikan SP, melakukan 
proses ulang. Dalam pemrosesan ulang pihak BMT melakukan langkah 
reschedulling dan write off. Apabila langkah diatas sudah tidak mampu 
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menyelesaikan pembiayaan bermasalah maka pihak BMT HIRA akan menjual 
jaminan yang telah disepakati kedua belah pihak. 
 Hal ini sesuai dengan pernyataan Astuti, mengatakan bahwa suatu cara 
inovasi perusahaan yang ditempuh untuk mengelola risiko agar tidak 
mendatangkan kerugian bagi perusahaan dengan menggolongkanya menjadi 2 
bagian penting yaitu tindakan preventif dan tindakan revitalisasi.( Astuti:2015) 
 Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada BMT HIRA lebih 
pada cara kekeluargaan, penagihan secara intensif, reschedulling, write off sudah 
cukup baik meskipun jumlah NPF mengalami kenaikan pada tahun 2016, yang 
sebelumnya ditahun 2015 tingkat perkembaangan NPF pembiayaan 26,1% di 
tahun 2016 naik menjadi 28,5% sedangkan pada tahun 2014 jumlah NPF  
mencapai 26,6%. Dengan kata lain jumlah NPF di BMT HIRA masih sangat 
tinggi. 
 Hal ini sesuai dengan pernyataan Djamil yaang mengatakan bahwa suatu 
pembiayaan yang disalurkaan ooleh suatu lembaga keuangn memiliki beberaapa 
resiko, sehingga pihak lembaga mengmbil kebijakan dengan melakukan 
retrukturisasi pembiayaan, restrukkturisasi pembiayaan bermasalah dapat 
dilakukan dengan cara reschedulling, reconditioning, 
restructuring(Djamil,2012:88). 
 Adapun kriteria perrigkat penilaian NPF dari SE BI No.924 Dbhs tanggal 30 
Oktober 2007, (Informasi Hukum, 2007) 
Tabel 4.4 
Peringkat Nilai NPF Predikat 
1 NPF < 2% Sangat Baik 
2 2 % < NPF < 5% Baik 
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3 5 % < NPF < 8% Cukup 
4 8 % < NPF < 12 % Kuang Baik 
5 NPF > 12 % Tidak Baik 
Sumber : SE BI No.9/24 2007 
 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan yang bermasalah sebenarnya 
dapat diminimalisir dengan profesionalitas pada pengurusnnya. Baik dengan 
pendataan melalui survey yang valid sebelum merealisasikan pembiayaan kepada 
anggota serta memberikan penekanan intensif untuk mengikat tanggung jawab 
dari para anggota untuk melunasi angsuran pembiayaan. 
 Hal ini sesuai dengan pernyataan Astuti yang mengatakan bahwa lembaga 
keuangan syariah wajib melakukan analisa trhadap calon nasabah yang dapat 
dilakukan dengan analisa 5 C ( Character Capacity, Capital, Collateral, 
Condition). Sehingga jika terjadi kurangnya ke akuratan pada proses analisa 
karakter anggota akan terjadi kerugian yang besar ( Astuti : 2015). 
  
 
 
74 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkaan analisis manjemen risiko pembiayaan murabahah 
bermasalah di BMT HIRA Tanon dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Prosuder atau kebijakan manajemen risiko pembiayaan murabbahah 
bermasalah  yang dilakukan pihak BMT HIRA yaitu melakukan manajemen 
risiko pra akad dan manajemen risiko pasca akad. Hal ini dilakukan pihak 
BMT HIRA untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi akibat 
pembiayaan murabahah mngingat pembiayaan murabahah memiliki tingkat 
risiko yang tinggi. 
2. Penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah bermasalah di BMT 
HIRA dengan melakukan langaah manajemen risiko pra akad dengan 
melakukan analisa nasabah dengan menggunakan analisa 5C (character, 
capacity, capital, collateral, condition). selain melakukan hal tersebut pihak 
BMT juga melakukan ceklist dengan menggunakan jasa notaris jika nominal 
pembiayaan dalam angka yang besar, melakukan checklist data calon anggota, 
melakukan cek berkas dan melakukan penentuan pengikatan jaminan. Selain 
melakukan manajemen risiko pembiayaan murabahah pasca akad pihak BMT 
HIRA melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Hal ini dilakukan untuk 
mengetahui permasalahan yang terjadi pada anggota serta memberikan solusi 
yang tepat untuk permaslahan. Kedua penagihan secara intensif. Cara ini 
dilakukan pihak BMT dengan mendatangi langsung anggotanya ke lokasi. 
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Ketiga teguran dengan melayangkan SP kepada anggota. Keempat 
melaakukan langkah reschedulling yaitu menambah jngka waktu jatuh tempo 
kepada anggota. Kelima melakukan write off yaitu hapus buku, hal ini 
dilakukan utuk membebaskan anggota dari bban hutangnya. 
 
5.2 Saran 
1. Untuk pihak BMT 
a. Dalam pemberian pembiayaan seharusnya pihak BMT harus memperhatikan 
dan melaksanakan sistematika dengan tahapan pembiayaan murabahah yang 
telah menjadi acuan sehingga memberi hasil yang lebih optimal bagi BMT 
serta dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. 
b. Pihak BMT harus lebih  tegas dalam menolak atau menerima pemohonan 
pembiayaan sesuai dengan kriteria 5C (character, capacity, collateral, 
capital, dan condition) dalam analisis kelayakan calon anggota.sehingga 
dengan menjaga objektifitas tersebut dapat memperkecil keungkinan 
terjadinya risiko. 
c. Pihak BMT seharusnya lebih mengoptimalkan manajemen risiko untuk 
meminimalisir pembiayaan bermasalah, mengingat NPF padda BMT HIRA 
cukup tinggi. 
d. pihak BMT seharusnya menambah jmlah pegawai bagian lapangan gr lebih 
efektif dan efisienn mengingat jumlah anggota yang tidak sedikit. 
2. Untuk Pihak Anggota 
Untuk lebih memahami konsep pembiayaan yang ka diajukan kepada BMT 
agar dikemudian hari tidk terjadi permsalahan. 
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3. Bagi Peneliti yang akan datang 
Penulis menyadari adanya kekurangan dalam penulisan, penelitian selanjutnya 
sebaiknya lebih mendalami manajemen risiko pembiayaan murabahah pada 
bank bank besar di indonesia. 
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